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Dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat 
dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang 
yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi 
mereka yang tetap setia berada dalam ruang dan waktu kehidupanku, 
khususnya buat : 
 
 Bapak dan Ibuku tercinta, yang telah mengenalkan aku pada sebuah 
kehidupan dengan kasih sayang yang tiada bertepi. Ridlamu adalah 
semangat hidupku. 
 Kakak-kakakku, yang sangat aku sayangi dan aku banggakan. Yang 
setiap waktu selalu memberikan aku semangat untuk menggapai 
sebuah cita-cita. 
 Orang yang selalu dekat di hati dan aku sayangi, yang selalu 
menuangkan air kedamaian tatkala aku dahaga. Terima kasih atas 
semua yang telah kau berikan, karenamu aku bisa wisuda sekarang.  
 Rekan-rekanku semua. Tempat berbagi dalam suka dan duka, yang 
telah membantu dan memotivasi, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Tanpa 
kalian aku tidak berarti apa-apa. Terima kasih dan sukses selalu. 






Pola pembacaan terhadap teks-teks suci dalam Islam dengan metode klasik syarat 
akan berbagai resiko, baik resiko kesalahan atas penerjemahan maupun keliru 
dalam memahami massage teks, karena Islam selalu relevan dengan kondisi 
zaman. Oleh karena itu mereka yang takut meninggalkan pola klasik imannya 
lebih tipis dibanding dengan komunitas yang lebih yakin terhadap kelangsungan 
hidup Islam di era kontemporer. (penafsiran yang laku adalah penafsiran yang 
selalu menyesuaikan dengan perkembangan zamannya) 
(Muhammad Syahrur) 
vi 
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
 REPUBLIK INDONESIA 
 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan 
tidak 
dilambangkan 
 Ba b Be 
 Ta t Te 
 ]a s es (dg. ttk di atas) 
 Jim j Je 
 Ha h 
ha (dg. ttk di 
bawah) 
 Kha kh ka dan ha 
 Dal d  
 Zal z zet (dg.ttk di atas) 
 Ra r Er 
 Zai z Zet 
 Sin s Es 
 Syin sy es dan ye 
vii 
 Sad s dg. ttk di bawah) 
 Dad d 
de (dg. ttk di 
bawah) 
 Ta t 
te (dg. ttk d 
bawah) 
 Za z 
zet (dg. ttk di 
bawah) 
 ‘ain ‘ 
koma terbalik di 
atas 
 Gain g Ge 
 Fa fa Ef 
 Qaf q Ki 
 Kaf k Ka 
 Lam l El 
 Mim m Em 
 Nun n En 
 Wau w We 
 Ha h Ha 
 Hamzah ‘ apostrof 
 Ya y Ye 
 
Namun bila karena satu dan hal lain penyusun skripsi dihadapkan pada 
keterbatasan teknik komputasi, maka modifikasi seperlunya diperkenankan 
dalam transliterasi.  
viii 
2. Vocal 
a. Vocal Tunggal 
Tanda Nama Huruf Latin 
 fathah A 
 kasrah I 
 dhammah U 
 
Contoh: 
 : kataba 
 : zukira 
b. Vocal Rangkap 
Tanda Huruf Nama Gabungan Huruf 
 fathah dan ya Ai 
 fathah dan wawu Au 
 
Contoh: 
: kaifa   
: haula
 








Fathah dan alif 
atau ya 
a 
a dan garis 
diatas 
 Kasrah dan ya i 
i dan garis di 
atas 
  
Fathah dan alif 
atau ya 
u 




 : qala 
ix 
 : qila  
  : yaqulu 
4. Ta Martabutah 
Transliterasi untuk ta martabutah ada dua, yaitu: 
a. Ta marbutah hidup 
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan 
dhommah transliterasinya ada /t/. 
b. Ta marbutah mati 
Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. 
c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al  serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 
ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
 : raudah al-atfal. 
5. Kata Sandang 
a. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu huruf /i/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  
Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis 






 : asy-syamsu 
 : al-qalamu 
6. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis 
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan 
juga dengan kata lain yang mengikutinya.  
Contoh:     
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Secara sosio-antropologis Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, 
golongan, ras, budaya dan agama, hal itu disebabkan karena beberapa faktor yang 
diantaranya adalah keadaan geografis merupakan faktor tervital dalam terciptanya 
akulturasi yang beragam. Selain itu teritorial Indonesia terletak diantara samudera 
Hindia dan samudera Pasifik, sehingga dengan demikian sangat potensial dalam 
berkembangnya pluralitas budaya, ras, dan agama dalam masyarakat Indonesia 
(pluralis society). 
Akulturasi yang beragam itu kemudian membawa bentuk perkawinan yang 
variatif pula, salah satu perkawinan yang controversial namun selalu ada di 
masyarakat adalah bentuk perkawinan beda agama. Mendiskusikan bentuk 
perkawinan ini selalu menarik Karena sifatnya bukan hanya sekedar ikatan 
permuamalatan (bottom up) namun juga persoalan ibadah (top down)  sehingga 
Islam mendefinsikan perkawinan dengan istilah mitsaqan ghalidzan ( ikatan yang 
sangat kuat baik dengan sesama manusia maupun ikrar janji setia kepada Allah). 
Skripsi Ratna Jatiningsih (NIM 30 06 22 009) Prodi al-Ahwal al-
Syakhshiyyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  IAIN Surakarta dengan judul 
Perkawinan Beda Agama Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir 
Al-Misbah ini untuk mengetahui Bagaimana substansi penafsiran Quraish Shihab 
tentang Perkawinan Beda Agama? Dan Bagaimana relevansi penafsiran Quraish 
Shihab tentang Perkawinan Beda Agama dalam konteks Indonesia?. Skripsi ini 
merupakan hasil penelitian literar dengan menggunakan metode kualitatif dan 
pendekatan kritis. 
 Hasil penelitian ini antara lain; 1). Quraish Shihab berpendapat bahwa 
sesungguhnya Islam memperbolehkan perkawinan antara Muslim dengan 
Muslimah dan Muslim dengan wanita Ahl Kitab an sich. Sedangkan yang 
dimaksud Ahl Kitab disitu adalah Yahudi dan Nasrani. Sedangkan yang diluar 
ketentuan tersebut diharamkan meskipun hal itu utopis untuk bisa dilakukan 
karena masih harus memenuhi beberapa ketentuan menurut versi Quraish, seperti 
halnya wanita tersebut harus benar-benar berpegang teguh dengan agamanya 
(kitabnya) dan wanita yang muhsonat (menjaga moralnya), oleh karena itu lebih 
baik tidak melakukan karena sama-sama menikah lebih baik dengan yang seiman 
tidak beresiko dikemudian hari. 2). Pemikiran Quraish tentang Perkawinan Beda 
Agama di atas sangat relevan dengan kondisi kultur di Indonesia, sekalipun ini 
Negara demokrasi namun tetap ada batasannya. Perkawinan Beda Agama adalah 
bentuk perkawinan yang bermasalah dalam dirinya, oleh karena itu sikap Negara 
yang tidak melindungi bentuk perkawinan tersebut sudah tepat. Karena 
melindungi hal yang bertentangan dengan konstitusi adalah sama halnya dengan 
tindakan extra ordinary crime. 
  
Kata Kunci: Perkawinan, Beda, Agama, menurut Quraish Shihab. 
ABSTRACT 
In socio-Anthropology, Indonesia contains of many ethnics, groups, race, culture 
and religion. It’s caused some factors like as geography condition is the main 
factor to create all kinds of acculturation. Beside that, territorial of Indonesian is 
located between India Ocean and Pacific Ocean, so that it’s potential to 
developing culture plurality, race and religion in Indonesian society. 
All kinds of aculturacion are to carry the types of marriage, one of the marriages 
that controversial but the society to consider that is the type of marriage in other 
religion. Discussing this type of marriage always interested because that aspect is 
not only  on bottom up but top down also, so that Islam to definite the marriage 
with “  Mitsaqan Ghalidzan “ ( A strong tie with all the people and faithful 
promise to Allah). 
Thesis Ratna Jatiningsih (NIM 30 06 22 009) study program Al-Ahwal Al 
Syakhshiyyah, Syariah an Economy Islam faculty IAIN Surakarta with the title of 
“The marriage of different religion on study analysis as reflected on minds of 
Quraish Shihab in Misbah interpretation.  This is to know how about the 
substantial interpretation of Quraish Shihab as to marriage on different religion? 
How the relevancy interpretation of Quraish Shihab as to marriage on different 
religion in Indonesian context? 
 This thesis is the result of literary research using qualiataive and criticism 
approach. The result this research likes as: I) Quraish Shihab said that Actually 
Islam is permitted the marriage between Moslem with a Muslim woman and 
Moslem with Ahl Kitab (a sich) woman. Where as the means of Ahl Kitab are a 
jew and Christian.And the certainty is forbidden although impossible for to do it 
because it must be fulfill some certainty it according to Quraish version like as A 
woman must be to hold on her religion (her book) and woman keeps her thought, 
so that it’s good don’t to do it because it’s better marriage with same of religion, 
In order not to have many problematic in future. 2) The minds of the Quraish 
Shihab about marriage different religion is very relevant with the condition of 
culture in Indonesia, once our country is democracy that have any limitation.  
Marriage different religion is the form marriage that problematic it’s self, it 
reflected on the true attitude of country that doesn’t protecting this types of 
marriage. It caused to protect the case that forbidden by constitution same as 
extradionary crime. 
 
Keywords: Marriage, different, religion, according to Quraish Shihab 
ABSTRAKSI 
 
Secara sosio-antropologis Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, 
golongan, ras, budaya dan agama, hal itu disebabkan karena beberapa faktor yang 
diantaranya adalah keadaan geografis merupakan faktor tervital dalam terciptanya 
akulturasi yang beragam. Selain itu teritorial Indonesia terletak diantara samudera 
Hindia dan samudera Pasifik, sehingga dengan demikian sangat potensial dalam 
berkembangnya pluralitas budaya, ras, dan agama dalam masyarakat Indonesia 
(pluralis society). 
Akulturasi yang beragam itu kemudian membawa bentuk perkawinan yang 
variatif pula, salah satu perkawinan yang controversial namun selalu ada di 
masyarakat adalah bentuk perkawinan beda agama. Mendiskusikan bentuk 
perkawinan ini selalu menarik Karena sifatnya bukan hanya sekedar ikatan 
permuamalatan (bottom up) namun juga persoalan ibadah (top down)  sehingga 
Islam mendefinsikan perkawinan dengan istilah mitsaqan ghalidzan ( ikatan yang 
sangat kuat baik dengan sesama manusia maupun ikrar janji setia kepada Allah). 
Skripsi Ratna Jatiningsih (NIM 30 06 22 009) Prodi al-Ahwal al-
Syakhshiyyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  IAIN Surakarta dengan judul 
Perkawinan Beda Agama Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir 
Al-Misbah ini untuk mengetahui Bagaimana substansi penafsiran Quraish Shihab 
tentang Perkawinan Beda Agama? Dan Bagaimana relevansi penafsiran Quraish 
Shihab tentang Perkawinan Beda Agama dalam konteks Indonesia?. Skripsi ini 
merupakan hasil penelitian literar dengan menggunakan metode kualitatif dan 
pendekatan kritis. 
 Hasil penelitian ini antara lain; 1). Quraish Shihab berpendapat bahwa 
sesungguhnya Islam memperbolehkan perkawinan antara Muslim dengan 
Muslimah dan Muslim dengan wanita Ahl Kitab an sich. Sedangkan yang 
dimaksud Ahl Kitab disitu adalah Yahudi dan Nasrani. Sedangkan yang diluar 
ketentuan tersebut diharamkan meskipun hal itu utopis untuk bisa dilakukan 
karena masih harus memenuhi beberapa ketentuan menurut versi Quraish, seperti 
halnya wanita tersebut harus benar-benar berpegang teguh dengan agamanya 
(kitabnya) dan wanita yang muhsonat (menjaga moralnya), oleh karena itu lebih 
baik tidak melakukan karena sama-sama menikah lebih baik dengan yang seiman 
tidak beresiko dikemudian hari. 2). Pemikiran Quraish tentang Perkawinan Beda 
Agama di atas sangat relevan dengan kondisi kultur di Indonesia, sekalipun ini 
Negara demokrasi namun tetap ada batasannya. Perkawinan Beda Agama adalah 
bentuk perkawinan yang bermasalah dalam dirinya, oleh karena itu sikap Negara 
yang tidak melindungi bentuk perkawinan tersebut sudah tepat. Karena 
melindungi hal yang bertentangan dengan konstitusi adalah sama halnya dengan 
tindakan extra ordinary crime. 
  






A. Latar Belakang Masalah 
Secara sosio-antropologis Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, 
golongan, ras, budaya dan agama, hal itu disebabkan karena beberapa faktor 
yang diantaranya adalah keadaan geografis merupakan faktor tervital dalam 
terciptanya akulturasi yang beragam. Selain itu teritorial Indonesia terletak 
diantara samudera Hindia dan samudera Pasifik, sehingga dengan demikian 
sangat potensial dalam berkembangnya pluralitas budaya, ras, dan agama 
dalam masyarakat Indonesia (pluralis society). 
Adapun agama-agama besar yang masuk dan mempengaruhi terhadap 
terciptanya pluralitas agama di Indonesia antara lain agama Islam, Kristen 
Protestan san Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu. Kondisi demikian 
memaksa negara untuk membuat landasan hukum yang menjamin kebebasan 




Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang 
menyatakan bahwa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu (pasal 29 ayat 2).  
                                               
1 Fungsi negara dalam masyarakat yang pluralis (agama) adalah sebagai penjamin atas 
terlindunginya tiap-tiap penduduk di dalam memeluk agama yang diakui oleh Negaranya tersebut. 
Selain itu Negara juga berfungsi untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial. 
 2 
Dalam kondisi yang penuh dengan pluralitas dan keberagaman, bukan 
tidak mungkin akan terjadi interaksi sosial diantara kelompok-kelompok 
masyarakat yang berbeda ras, suku, dan bahkan keyakinan yang kemudian 
berlanjut pada hubungan perkawinan. Dalam konteks doktrin keagamaan 
Islam itu menghargai perbedaan-perbedaan yang melekat pada diri manusia 
apakah itu berbedaan agama, suku, dan lain-lain. Perlunya mamahami gagasan 
pluralisme dalam Islam seharusnya dapat dimaknai sebagai ”kesediaan 
menerima dan mengembangkan keragaman etnis, adat, bahasa, asal-usul, 
budaya dan agama dalam perkawinan” dengan demikian Islam bisa tampil 
sebagai wujud rahmatan lil „alamin..2 
Hubungan dengan masalah Perkawinan Beda Agama, memang tidak 
mudah untuk menjadi sesosok Umar yang mampu melihat maslahat dibalik 
penangguhannya dalam menjalankan ketentuan nash. Terlebih bila suatu 
hukum berimplikasi pada dampak yang sangat luas terhadap kehidupan umat 
Muslim. Maka jika menggunakan analisis Maqasid Syari‟ah3 memang 
seorang Muslim lebih utama melangsungkan pernikahan dengan sesama 
Muslim dari pada melangsungkan Perkawinan Beda Agama baik yang 
                                               
2 “Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa “ perempuan itu dinikahi (oleh seorang laki-laki ) 
karena harta atau garis keturunannya atau karena kecantikannya atau karena agamanya, maka 
pilihlah yang memiliki agama. Walaupun hadits ini tidak menyebutkan apakah si wanita harus 
seagama atau tidak dengan laki-laki yang akan dinikahinya. Maulana Muhammad Ali 
menerjemahkan ad-Din dalam hadis ini dengan karakter, yang dapat berarti moral yang baik. Ia 
menyatakan: ” Religion, in contrast with the other three (yaitu: Harta, garis keturunan, dan 
kecantikan), build character, and hence the word din carries the contrast significance of character 
here.” Hadis ini sejalan dengan pandangan al-Qur’an dalam surat al-Ma’idah ayat 5 yang 
membolehkan pria muslim menikahi wanita muhsanat (yang moralitasnya baik) dari Ahl al-Kitab, 
dikutip oleh Ismail Yahya, dalam diskusi panel ”Perkawinan Antar Agama”, di STAIN Surakarta 
pada 8 November 2004. hal 3 
3Maqasid Syari‟ah yaitu gagasan intelektual mengenai berlabuhnya  nalar Syariat hanya 
terfokus pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Gagasan ini 
ditemukan oleh Assyatibi dalam magnum oppusenya yang berjudul al-Muwafaqat Fil Ushul 
Assyari‟ah. 
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dibolehkan, terlebih lagi yang dilarang. Sehingga pilihan meninggalkan yang 
mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan, seperti kaidah fiqhiyah yang 
berbunyi Dar u al-mafasid muqaddamun‟ala jalbi al-masalih.4  
Perkawinan adalah persoalan yang penting dalam kehidupan agama. 
Karena sifatnya bukan hanya sekedar ikatan permuamalatan (bottom up) 
namun juga persoalan ibadah (top down)  sehingga Islam mendefinsikan 
perkawinan dengan istilah mitsaqan ghalidzan ( ikatan yang sangat kuat baik 
dengan sesama manusia maupun ikrar janji setia kepada Allah). 
Secara sosio-antropologis manusia hidup saling membaur antara satu 
dengan yang lainnya, tumpah ruah menjadi satu baik yang berbeda ras 
maupun yang berbeda agama dan secara naluriah mereka saling berpasangan. 
Berkaitan dengan pasangan yang kontroversial atau Perkawinan Beda Agama 
tak jarang hal ini menimbulkan gejolak dan reaksi keras dikalangan 
masyarakat. Dalam dunia Islam masalah ini menimbulkan perbedaan-
perbedaan diantara kedua belah pihak pro dan kontra, masing-masing pihak 
memiliki argumen logis yang berasal dari penafsiran mereka masing-masing 
terhadap dalil-dalil Islam tentang Perkawinan Beda Agama. 
Allah tidak berkeinginan menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, 
yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa suatu aturan dan tanpa tujuan. 
Kemudian sebagaimana menurut Syahrur, demi menjaga perilaku yang lurus 
kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah menciptakan hukum sesuai 
                                               
4 Yang artinya menolak kemudharatan didahulukan dari pada mengambil manfaat. Periksa: 
Jaih Mubarak, Kaidah Fikih: Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2002). Hal 24. Kaidah ini dapat digunakan sebagai legal reasoning (penalaran hukum) untuk 




, termasuk hubungan antara pria dan wanita diatur secara 
terhormat dan berdasarkan saling meridhoi. 
Salah satu bentuk perkawinan yang masih dalam kontroversi dan 
tentunya kontroversi ini akan terus berlanjut adalah Perkawinan Beda Agama, 
perkawinan yang tidak sederajat dalam hal agama. Apabila dibagi, dalam 
doktrin Islam Perkawinan Beda Agama terbagi menjadi empat bentuk: 
1. Perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Ahl al-Kitab 
2. Perkawinan antara pria Muslim dengan wanita musyrik 
3. Perkawinan antara wanita Muslim dengan pria Ahl al-Kitab 
4. Perkawinan antara wanita Muslim dengan pria Musyrik, yakni yang bukan 
Ahl al- Kitab. 
Perkawinan bentuk pertama, sebagian Ulama membolehkan dan 
sebagian lagi mengharamkannya. Ulama yang membolehkan berdasarkan 
firman Allah : 
                               
                             
                        
                 
                                               
5 Diskursus ini menarik manakala kita elaborasikan dengan gagasan Syahrur mengenai 
magnum oppusenya (hanifiyah vs istiqamah). Bahwa sifat fisik (termasuk manusia) akan selalu 
menuju pada perjalanan yang melengkung (hanif menurut Syahrur) oleh karena itu diperlukan 
penyelamat agar sifat fisik (termasuk manusia) bisa berjalan lurus (definsi istiqamah menurut 
Syahrur) yaitu dengan kitab (hukum) Allah. Periksa: Muhammad Syahrur, Prinsip dan dasar 
Hermenuetika Hukum Islam Kontemporer, terj. Syahiron, (Jogjakarta: Elsaq, 2007).  hal. 5. 
Persoalannya, sebagaimana pendapat Thomas Hobbes manusia hakikatnya adalah sebagai srigala 
bagi manusia yang lainnya (homo homini lupus) oleh karena itu sangat diperlukan hukum ynag 
berlandaskan moral untuk mengatur peri kehidupan manusia disetiap lini kehidupan. Periksa: 
Bernard L Tanya, Teori Hukum, (Yogyakarta: Genta Publising, 2010). hal. 67. 
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Artinya:  
Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan 
(sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan 
makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan  mengawini) 
wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan 
wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi 
Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan 
maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) 
menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman 
(tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di 
hari kiamat termasuk orang-orang merugi.( al-Ma‟idah:5)6 
 
Dari teks zahir ayat ini dapat dipahami bahwa Allah membolehkan 
perkawinan pria Muslim dengan wanita Ahl al-Kitab yang muhsanat artinya 
wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina. Selain arti 
itu, ada juga yang memahami kata muhsanat ketika dirangkaikan dengan utu  
al-kitab dari ayat di atas dengan arti wanita-wanita merdeka atau wanita-
wanita yang sudah kawin.
7
 
Sedangkan yang mengharamkannya juga merujuk pada firman Allah 
al-Baqarah :221 yang menyatakan:  
                                               
6 Kementrian Agama RI, al-Qur‟an Tajwid dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Sygma 
Examedia). hal. 106.  
7 Deferensi atas status secara sosio-kultural pada  masa-masa itu  memang menghendaki 
demikian, mengingat bahwa saat itu masih ada system perbudakan yang dianggap sebagai obyek 
yang bisa diperjual belikan (bukan subyek tapi obyek) sehingga budak tidak dikategorikan sebagai 
orang yang cakap hukum di dalam bertindak. System perbudakan dalam sejarah timur tengah telah 
lama ada, sejak peradaban Mesir kuno zaman rezim Menes (3400 SM) dan peradaban Summeria 
rezim Minos yang berkuasa diwilayah Krete (3200 SM) system itu sudah ada. Sebab orang 
dijadikan budak karena menjadi tawanan perang, melanggar hukum sehingga statusnya diturunkan 
menjadi budak dan masih banyak lagi. Periksa: Munir Fuady, Sejarah Hukum, cet. 1, (Bogor: 
Ghalia Indonesia, 2009). Hal. 57.  
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                           
                            
                                   
       
Artinya:  
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan 
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, 
walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah 
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan 
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 




Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah mengharamkan perkawinan 
antara pria Muslim dengan wanita Musyrik, begitu juga sebaliknya, wanita 
muslim pun dilarang menikahi pria Musyrik.
9
 
Kelompok yang mengharamkan, mengatakan bahwa Q.S. al-Ma'idah 
(5): tersebut di atas telah dinasakh oleh (Q.S. al-Baqarah 2): 221. Diantara 
yang berpendapat demikian adalah Syi'ah Imamiyyah dan Syi'ah Zaidiyyah. 
Seorang sahabat nabi, Ibnu 'Umar r.a, ketika ditanya tentang perkawinan 
antara pria Muslim dengan wanita Ahl al-Kitab menjawab: Allah 
                                               
8 Kementrian Agama RI, al-Qur‟an Tajwid dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Sygma 
Examedia). Hal. 303. 
9 Ahl al-Kitab adalah komunitas atau kelompok pemelik agama yang memiliki kitab suci 
yang diwahyukan Allah kepada Nabi dan Rosul-Nya.,Periksa: Galib,”Ahl al-Kitab makna dan 
cakupannya”, (Jakarta: Paramadina 1998), hal. 20. 
 7 
mengharamkan wanita-wanita Musyrik dikawini orang-orang Islam dan aku 
tidak melihat kesyirikan yang lebih besar dari seorang wanita yang berkata: 
'Isa adalah Tuhan, atau Tuhannya adalah seorang manusia hamba Allah. Dapat 
disimpulkan bahwa Ibnu 'Umar tidak membedakan antara Ahl al-Kitab dan 




Sementara menurut Muhammad Quraish Shihab selanjutnya dalam 
penelitian ini disebut Quraish atau Quraish Shihab saja dan kelompok yang 
membolehkan, berdasar teks zahir ayat, bahwa pendapat yang mengatakan 
Q.S. al-Ma'idah (5): 5 dinasakh oleh Q.S. al-Baqarah (2): 221, adalah suatu 
kejanggalan. Karena ayat yang disebut pertama turun belakangan dari pada 
ayat yang disebut kedua, dan tentu saja tidak logis sesuatu yang datang 




Adapun golongan yang membolehkan juga menguatkan pendapat 
mereka dengan menyebutkan terdapat beberapa sahabat dan tabi'in yang 
pernah menikah dengan wanita Ahl al-Kitab. Dari kalangan sahabat antara lain 
ialah 'Usman, Talhah, Ibnu 'Abbas, Jabir bin Huzaifah. Sedangkan dari 
kalangan tabi'in semisal Sa'id ibn Musayyab, Sa'id ibn Zubair, al-Hasan, 
Mujahid, Tawus, Ikrimah, asy-Sya'abiy dan ad-Dahhak.
11
 
Perkawinan bentuk kedua dan keempat, umumnya disepakati oleh 
jumhur ulama sebagai perkawinan yang diharamkan, berdasarkan Q.S. al-
                                               
10 Galib,”Ahl al-Kitab makna dan cakupannya”. Ibid. hal. 21. 
11 Ibid. hal. 22.  
 8 
Baqarah (2): 221. Adapun perkawinan bentuk ketiga, meskipun tidak 
disebutkan dalam al-Qur'an, menurut jumhur adalah juga diharamkan. 
Walaupun pandangan mayoritas ulama tidak memasukkan Ahl al-Kitab dalam 
kelompok yang dinamai Musyrik, tetapi hal ini bukan berarti ada izin untuk 
pria Ahl al-Kitab mengawini wanita Muslimah.  
Pada dasarnya, perbedaan pendapat Ulama bermula ketika mereka 
menyebutkan siapa saja yang termasuk Ahl al-Kitab. Imam Syafi'i misalnya, 
memahami istilah Ahl al-Kitab sebagai orang Yahudi dan Nasrani keturunan 
orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama 
Yahudi dan Nasrani. Alasan beliau antara lain bahwa Nabi Musa dan 'Isa, 
hanya diutus kepada mereka, orang-orang Israel, bukan kepada bangsa-bangsa 
lain. Selain itu, juga karena adanya redaksi min qablikum (sebelum kamu) 
pada ayat yang membolehkan perkawinan itu (Q.S. al-Maidah (5): 5).
12
 
Berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan mayoritas 
pakar-pakar hukum menyatakan bahwa siapapun yang mempercayai salah 
seorang nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk Ahl 
al-Kitab. Dengan demikian, Ahl al-Kitab tidak terbatas pada kelompok 
penganut agama Yahudi dan Nasrani. Jika ada satu kelompok yang hanya 
percaya pada Suhuf Ibrahim atau Zabur yang diberikan kepada Nabi Dawud 
a.s saja, maka ia pun termasuk dalam jangkauan pengertian Ahl al-Kitab. 
Pendapat ketiga dianut oleh sebagian kecil Ulama-ulama salaf, yang 
menyatakan bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dapat diduga 
                                               
12 Muhammad, Fikih Empat madhab, terj. Abdullah Zak, cet. 2 (Bandung Hasyimi Press, 
2004), hal. 45. 
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sebagai kitab suci, maka mereka juga dicakup oleh pengertian Ahl al-Kitab, 
seperti halnya Majusi.
13
 Kemudian diperluas lagi sehingga mencakup pula 
penganut agama Budha dan Hindu.
 
Tentunya pendapat-pendapat yang berbeda 
ini akan membawa implikasi kepada siapakah golongan yang boleh atau tidak 
boleh dinikahi pria Muslim.
14
  
Dalam penelitian ini Perkawinan Beda Agama adalah perkawinan yang 
terjadi antara orang Muslim yang kawin dengan orang non-Muslim. Dari 
berbagai segi perbedaan pendapat antara para ulama tentang Perkawinan Beda 
Agama yang ada, di sini fokus penulis ingin mengkaji salah satu pendapat dan 
pemikiran dari ulama terkenal yaitu Quraish Shihab. Dari sini penulis akan 
menelaah dan menganalisis ulang mengenai pendapat serta pemikiran beliau 
tentang apa dan bagaimana Perkawinan Beda Agama tersebut, yang beliau 
kemukakan dalam magnum oppusenya tafsir Al-Misbah. 
Berdasarkan uraian di atas  mendorong penulis untuk mengangkat 
tema ini dengan judul: Perkawinan Beda Agama Studi Analisis Pemikiran 
Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. 
                                                                                                                                                                                                                                                             
B. Rumusan Masalah 
Berangkat dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, 
penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang 
”Perkawinan Beda Agama Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam 
                                               
13 Ibid. hal. 56. 
14 Quraish Shihab”Study Pemikiran Quraish Shihab Tentang Makna Ahl al-kitab dan 
Implikasi Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, dikutip dari 
http://www.diskusiskripsi.com/2010/04/study-terhadap-Pemikiran -m-quraish-shihab.hmtl pada 
tanggal 19 Februari 2010 
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Tafsir Al-Misbah”. Agar pemikiran tidak melebar, maka kajian hanya untuk 
mencari jawaban atas pertanyaan: 
1. Bagaimana substansi penafsiran Quraish Shihab tentang ayat 
Perkawinan Beda Agama dalam tafsirnya al-Misbah? 
2. Bagaimana relevansi penafsiran Quraish Shihab tentang ayat 
Perkawinan Beda Agama dalam konteks Indonesia? 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang 
berkaitan dengan masalah ini. 
 
C. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana subtansi penafsiran Quraish Shihab 
tentang Perkawinan Beda Agama.  
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi penafsiran Quraish Shihab 
tentang Perkawinan Beda Agama dalam kehidupan di Indonesia. 
 
D. Manfaat Penelitian  
  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak. 
1. Manfaat secara teoritis : 
Untuk memberikan sumbangsih dalam memperkaya khasanah ilmu 
pengetahuan khususnya di dalam ilmu syariah khususnya bidang al-Ahwal 
al-Syakhshiyyah.  
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2. Manfaat secara praktis : 
Agar dapat memberikan wacana kepada masyarakat mengenai 
informasi tentang segala bentuk pemikiran atas Perkawinan Beda Agama. 
 
E. Telaah Pustaka 
Fenomena Perkawinan Beda Agama selamanya akan menjadi hal yang 
selalu hangat dibicarakan karena masalah ini selain menyangkut masalah 
keperdataan antar manusia juga menyangkut masalah keyakinan. Adapun 
penelitian ini sesungguhnya merupakan jenis penelitian lanjutan, karena jauh 
sebelumnya sudah terdapat banyak penelitian yang berbicara tentang masalah 
Perkawinan Beda Agama diantaranya ada beberapa buku dan skripsi yang 
penulis temukan. 
Di dalam skripsinya Ahmad Hasan Mafatih tahun 2006 STAIN 
Surakarta yang berjudul Perkawinan Antar Agama suatu Analisis Pandangan 
Muhammad Ali As-Shabuni tentang perkawinan Al Musyrikah dengan Ahl al-
kitab menjelaskan bahwa As Shabuni memperbolehkan laki laki Muslim 
menikah dengan wanita Ahl Kitab dan mengharamkan terjadinya pernikahan 
antara laki laki Muslim dengan wanita musyrik. Sedangkan pernikahan antara 
wanita Muslimah dengan laki laki pemeluk agama lain baik laki-laki Ahl Al-
kitab ataupun yang Musyrik adalah haram.
15
 
 Dalam buku perkawinan campuran menurut pandangan Islam penulis 
Abdul Mutaal Muhammad Al Jabary menjelaskan bahwa Perkawinan Beda 
                                               
15 Skripsi Ahmad Hasan Mafatih,”Perkawinan Beda Agama Suatu Analisis Pandangan 
Muhammad Ali As-Shabuni tentang Perkawinan Al-Musyrikah dengan Al-Kitab”, STAIN 
Surakarta,2006  
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Agama haram hukumnya dilakukan oleh wanita Muslimah dengan laki laki 
non Muslim. Dan pula orang kafir tidak boleh memiliki budak laki laki 
beragama Islam atau budak budak wanita Muslimah. 
Dalam mengawini wanita Kitabiyah  yang kedua orang tuanya bukan 
dari Ahli Kitab tidak dianggap sebagai wanita Kitabiyah murni tapi disebut 
sebagai wanita Muhajjanah. Golongan pengikut madzab Hambali 
mengharamkan wanita Muhajjanah ini dinikahi oleh orang Islam. Golongan 
Syafi’iyah berkata: apabila wanita Muhajjanah ini bapaknya bukan ahli kitab 
maka dia bukan dianggap sebagai ahli kitab, maka haram mutlak dikawin oleh 
orang Islam. Bila pihak ibu yang bukan ahli kitab, tetap juga tidak boleh 
dikawin oleh orang Islam. Hanya saja kedua macam itu menurut sebagian 
pengikut Syafi’i dimasukkan ke dalam golongan wanita Ahlul Kitab. 
Menurut Imam Abu al A’la al Maududi bahwa kawin dengan wanita 
Ahli Kitab  kalaupun dibolehkan bagi laki-laki itu pun makruh hukumnya. Di 
sana ada sebagian ulama yang mengharamkan hal tersebut, hukum yang telah 
disepakati bersama adalah tidak bolehnya wanita Muslimah kawin dengan 
laki-laki non Muslim. Hal itu disebabkan karena pembawaan kodrat wanita 
adalah bersifat defensif atau protektif. Watak wanita itu mudah dibentuk. Dia 
lebih cepat dipengaruhi laki-laki dan pengaruh dalam kehidupan rumah tangga 
si wanita biasa bersifat patuh dan menurut saja kepada laki-laki. Maka bila ia 
kawin dengan laki-laki non Muslim dikawatirkan akan menjadi renggang 
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Dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam penulis Moh. 
Idris Ramulyo menjelaskan bahwa tidak ada perkawinan yang dilakukan 
menurut hukum agama dan kepercayaannya itu saja atau hanya dilakukan 
pencatatannya saja tapi tidak berlangsung menurut hukum agama dan 
kepercayaannya itu. Mengingat undang-undang No.1 tahun1974  menyatakan 
bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap 
perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku seperti tersebut di atas. Pasal 1 dan 2 itu merupakan satu kesatuan 
yang tidak dapat terpisahkan.
17
 
Dalam buku yang berjudul hukum perkawinan nasional penulis Drs. 
Sudarsono menjelaskan bahwa menurut Prof. Dr. Mr. Hazairin dalam 
tinjauannya menyebutkan pasal 59 dan pasal 56 ayat 1 hendaklah dibaca 
dengan tidak melupakan pasal 2, yaitu bahwa bagi perempuan Islam dilarang 
perkawinan dengan laki laki bukan Muslim, dan bahwa laki laki Islam 
dilarang kawin dengan wanita bukan Islam, kecuali perempuan Kristen dan 
perempuan Yahudi, jika laki laki Islam itu tidak berhasil memperoleh calon 
isteri yang yang Islam. 
 
                                               
16 Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry,”Perkawinan Campuran Menurut Pandangan 
Islam”,(Jakarta, PT.Magata Bhakti Guna, 1996), hal 7-13 
17 Mohd.Idris Ramulyo,”Hukum Perkawinan Islam”, (Jakarta, PT. Bumi Aksara 2002), 
Hal.194-195 
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F. Kerangka Teori  
Perkawinan adalah jalan utama yang diperintahkan Allah SWT kepada 
hambaNya agar terhindar dari perbuatan zina atau perbuatan yang mengarah 
kepada kesesatan. Karena akibat pengaruh nafsu yang kadang-kadang tidak 
dapat dikendalikan. Perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi biologis 
semata, melainkan mempunyai makna manusiawi yang luhur, karena 
perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami-isteri dengan 
tujuan membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia berdasarkan ridho 
Allah SWT, sebagaimana dikemukakan oleh Asro Sastroatmojo.
18
 
Perkawinan merupakan satu jalan untuk mendapatkan ketenangan dan 
kebahagiaan yang didambakan oleh setiap manusia. Sebab dengan perkawinan 
seorang akan memenuhi tuntutan biologisnya dengan aman dan tenang, 
sehingga antara suami isteri memperoleh kepuasan yang membawa 
ketenangan lahir dan batin dan dapat menambah rasa cinta dan kasih 
mengasihi antara mereka. 
Oleh karena itu untuk mempertahankan kebahagiaan dalam rumah 
tangga, sepasang suami isteri seyogyanya harus mempunyai keyakinan yang 
sama, karena sulit untuk menyelesaikan suatu masalah bagi pasangan hidup 
yang berbeda keyakinan, tidak sebaiknya.  
Akan tetapi terkadang seseorang dalam melaksanakan perkawinan 
hanya dilandasi karena cinta dan suka sama suka tanpa memperhatikan latar 
belakang calon pasangannya, atau tidak memikirkan atau memperhatikan 
                                               
18 Mardi Sholeh.“Perkawinan Beda Keyakinan Dan Pengaruhnya Terhadap Pembinaan 
Rumah Tangga”, Ulil Albab,Vol X,No.1, 1 Januari 2007, hal 19-20 
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akibat yang akan terjadi dalam perkawinan yang berlainan keyakinan, yaitu 




 Adapun disini dampak yang ditimbulkan dari Perkawinan Beda 
Agama itu antara lain ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif 
yang ditimbulkan dalam perkawinan antara seorang Muslim dan seorang non 
Muslim adalah jika dalam rumah tangga ia mampu menguasai dan 
membimbing isterinya atau sebagai kepala rumah tangga ia mempunyai iman 
yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan keluarga 
isterinya, bersikap bijaksana dalam menghadapi segala persoalan terutama 
terhadap isterinya sehingga ia mampu membimbingnya untuk menganut 
agama Islam. 
Kebijaksanaan yang dilakukan tersebut, merupakan suatu kebajikan 
yang sangat tinggi nilainya, baik terhadap sesama umat manusia maupun 
dihadapan Allah SWT. Terlebih-lebih apabila ia mampu membimbing 
isterinya menjadi wanita sholehah. 
Dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan berbeda keyakinan 
ini antara lain adalah terhadap kehidupan beragama, seorang laki-laki Muslim 
yang kawin dengan wanita non Muslim, dan laki-laki (sang suami) 
mempunyai iman yang agak lemah dan ia berasal dari keluarga yang status 
ekonominya rendah, sedang isterinya dari keluarga yang berada, kemudian 
pimpinan keluarga di bawah kendali sang isteri maka hal demikian akan 
                                               
19 Ibid.hal. 15. 
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mempengaruhi kehidupan beragama sang suami. Apabila ia mampu 
mempertahankan keyakinan, maka dalam pengamalan ajaran agamanya akan 
terbengkelai, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Daud Ali 
adalah pria muslim yang tidak mampu menyandang predikat yang diberikan 
Allah dan tidak kuat imannya, sebaiknya dilarang atau dihalangi untuk kawin 
dengan wanita yang berbeda agama, karena dikhawatirkan ia tidak dapat 
mempertahankan iman dan anak-anaknya akan dididik secara Nasrani.
20
 
Predikat yang dimaksud di atas adalah laki-laki sebagai pemimpin atau 
kepala dalam rumah tangga yang dikhawatirkan oleh Muhammad Daud Ali 
terjadi kepada seorang muslim yang dapat menjadikan termasuk dalam 
kategori seorang murtad yang do’anya tidak terampunkan. 
Perkawinan Beda Agama berdampak pula terhadap kehidupan rumah 
tangganya dan terhadap anak-anaknya yakni perbedaan keyakinan dalam satu 
rumah tangga akan membawa kesulitan mengatur dan membina kelangsungan 
kehidupan rumah tangga dikarenakan masing-masing mempunyai pandangan 
yang berbeda-beda. Apa yang baik menurut Islam belum tentu baik menurut 
agama lain. Begitu pula dari segi makanan dan pendidikan dan penataan 
rumah, yang kesemuanya itu dapat menjadi penyebab pertengkaran. Rumah 
yang sedianya dijadikan tempat istirahat akan berubah menjadi neraka bagi 
mereka. Bimo Wagito mengatakan “Perkawinan antar pasangan yang berbeda 
akan mempunyai kecenderungan lebih tinggi untuk menimbulkan masalah bila 
                                               
20 Ibid. hal. 32. 
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Jika seorang Muslim kawin dengan seorang wanita non Muslim, maka 
anaknya sejak masih dalam kandungan sudah terbiasa mengikuti kebiasaan 
ibunya, misalnya rajin ke gereja. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap 
pertumbuhan dan perkembangan anak yang nantinya sulit dirobah, sehingga 
anak akan mengikuti agama ibunya, kemungkinan yang bisa terjadi, anak itu 
tidak beragama atau memandang agama itu sama, karena dalam dirinya itu 
terjadi polemik akibat pengaruh kedua orang tuanya yang masing-masing 
menginginkan anaknya mengikuti agamanya yang dianutnya. Dengan tidak 
adanya pegangan agama, seorang anak mudah terjerumus kepada perbuatan  
yang tercela. Sejalan dengan itu, Zakiyah Derajat mengatakan bahwa “ agama 
bagi seorang yang ditanamkan orang tuanya sejak kecil merupakan unsur 
kepribadiannya sekaligus sebagai benteng pertahanan dalam kehidupan 
modern dewasa ini”.22 
Akibat lain yang ditimbulkan adalah terjadinya broken home 
sebagaimana telah digambarkan bahwa perkawinan beda akidah akan 
memberikan pengaruh-pengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan anak. Perkembangan yang sering terjadi antara kedua orang tua 
akan terasa bagi anak, bahwa di dalam rumahnya sudah tidak ada lagi 
kedamaian untuk itu ia akan mencarinya di luar rumah, pada umumnya anak 
semacam ini yang sering terjerumus ke dalam kenakalan remaja. 
                                               
21 Ibid. hal. 54. 
22 Ibid. hal. 58. 
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Dengan demikian dampak negatif  yang ditimbulkan oleh Perkawinan 
Beda Agama, lebih banyak bila dibandingkan dengan dampak positifnya. 
Itulah sebabnya maka di antara para ulama seperti Abu Hanifah, Syafi’i 
melarang perkawinan yang tidak seakidah, mengingat mudaratnya lebih 




Hal tersebut dipertegas oleh Mahmud Syaltout bahwa sepakat para 
ulama mengaharamkan seorang Muslim dengan wanita non Muslim apabila 
akan mendatangkan pengaruh negatif terhadap keturunannya. Karena anak-
anaknya agama ibunya, dan laki-laki Muslim tidak bertindak tegas 





G. Metode Penelitian  
Metode dalam penelitian ini mempunyai arti yang sangat peting, sebab 
metode menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme sebuah 
penelitian. Metode inilah yang menentukan sampai dimana upaya ilmiah 
tersebut sampai ke sasaran ilmiah. 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau literer, dimana 
penulis mengumpulkan data-data yang memuat tentang masalah yang 
sedang penulis teliti dan dari data-data tersebut penulis menguraikan 
                                               
23 Ibid. hal. 76. 
24 Ibid. hal 275-277 
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tentang analisis Perkawinan Beda Agama tersebut, dari analisis tersebut 
penulis menggunakan satu analisis dari salah satu tokoh agama yaitu 
Quraish Shihab, dari sini kita bisa mengetahui pemikiran tokoh tersebut 
tentang kasus Perkawinan Beda Agama. 
2. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data yang diperoleh dari pustaka, sumber primer tersebut berupa buku-
buku yang ada di pustaka, penulis mencoba menganalisis pokok 
bahasan tentang masalah yang sedang penulis kaji saat ini. 
b. Data Sekunder 
Data yang diperoleh dari buku-buku pendamping hasil karya ilmiah 
para sarjana, hasil-hasil penelitian, dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan skripsi ini. 
3. Teknik Analisis Data 
Adapun metode analisis dalam penelitian ini penulis menggunakan 
metode analisis kritis yaitu, suatu analisis secara mendalam yang 
menekankan pada arah pemikiran sang tokoh dalam hal ini adalah Quraish 
Shihab di dalam menafsirkan tentang ayat-ayat Perkawinan Beda Agama. 
Dengan demikian diharapkan analisis tersebut mampu melacak pemikiran 





H. Sistematika Penelitian 
Dalam sistematika penulisan ini, penulis akan menguraikan hal-hal 
yang akan dibahas dari BAB I sampai BAB VI yaitu: 
Bab satu ini berisi tentang pendahuluan, kata pengantar, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, 
dan metodologi penelitian, sistematika penelitian, yang pada intinya pada bab 
satu ini sebagai acuan perjalanan penelitian ini. 
Bab dua ini berisi tentang tinjauan umum Perkawinan Beda Agama 
dalam hukum Islam dan hukum Indonesia. Sebagai landasan teori, pada bab 
dua ini sangat penting untuk mengetahui secara umum arah peta tinjauan 
Perkawinan Beda Agama baik dalam konteks hukum Islam yang akan 
memaparkan pendapat dari para pakar pemikiran hukum Islam dan juga 
deskrpsi atas tinjauan menurut hukum Indonesia. Sehingga hal ini menjadi 
bagian yang tidak terputus dengan bab berikutnya. 
Bab tiga ini berisi biografi Quraish Shihab berikut karya-karya beliau. 
Urgen sekali kiranya sebelum melakukan pembahasan mengenai pemikiran 
Qurais Shihab dalam tafsirnya tentang ayat-ayat Perkawinan Beda Agama 
yang menjadi topik dari penelitian ini untuk terlebih dahulu mendeskripsikan 
biografi sang tokoh. Dengan demikian corak serta paradigma (weltanchaung 
atau world view) sang tokoh bisa kita lacak dengan mudah dan obyektif. 
Bab empat  ini akan mendeskrpsikan dan sekaligus akan menganalisis 
tentang metode, substansi serta relevansi dalam konteks keindonesiaan 
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mengenai penafsiran Quraish Shihab tentang Perkawinan Beda Agama,  dalam 
Tafsir Al-Misbah. 























KAWIN BEDA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM 
INDONESIA 
 
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya 
bila dilihat dari segi etnis, suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam 
menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan – 
perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup 
(bandingkan dengan weltanchaung atau world view)
1
 dan interaksi antar 
individunya. Yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa 
lainnya adalah masalah hubungan antar umat beragama. Salah satu persoalan 
dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah Pernikahan Muslim 
dengan non-Muslim yang selanjutnya kita sebut sebagai “Pernikahan Beda 
Agama‟. 
Pernikahan merupakan bagian dari fitrah manusia. Di Indonesia seorang 
Muslim yang hidup di negara yang majemuk seperti ini hampir dipastikan sulit 
untuk menghindari dari persentuhan dan pergaulan dengan orang yang beda 
agama. Pada posisi seperti ini ketertarikan pria atau wanita Muslim dengan orang 
yang beda agama dengannya atau sebaliknya, yang berujung pada pernikahan 
                                               
1 Weltanchaung adalah world view atau cara pandang manusia atau masyarakat yang didasari 
atas pengetahuan yang masuk pada drinyasehingga dengan demikian akan  mempengaruhi pada 
pola fikirnya di dalam bertindak. Konsep ini adalah menjadi sesuatu yang umum dari setiap 
manusia, karena setiap manusia di dalam bertindak pasti berdasarkan pertimbangan atas 
pengalaman atau informasi yang mereka terima. Periksa: Loren Bagus, Kamus Filsafat, Cet. 1, 
(Jakarta: Gramedia, 2004). hal. 783. 
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hampir pasti tidak terelakkan. Dengan kata lain, persoalan pernikahan antar agama 
hampir pasti terjadi pada setiap masyarakat yang majemuk. 
Keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk menjadikan pergaulan di 
masyarakat semakin luas dan beragam, hal ini telah mengakibatkan pergeseran 
nilai agama menjadi lebih dinamis.
2
 Seorang Muslimin dan Muslimat sekarang ini 
lebih berani untuk memilih pendamping hidup non-Muslim. Hal ini tentu saja 
dianggap oleh masyarakat kita yang mayoritas beragama Islam sebagai 
penyalahan atau pergeseran nilai-nilai Islam yang ada. Tak jarang hal ini sering 
menimbulkan gejolak dan reaksi keras di kalangan masyarakat yang mempunyai 
ideologi radikal terhadap agama. Masalah ini menimbulkan perbedaan pendapat 
dari dua pihak pro dan kontra, masing-masing pihak memiliki argumen rasional 
dan logis yang berasal dari penafsiran mereka masing-masing terhadap dalil-dalil 
Syar‟i tentang Pernikahan Beda Agama.3 
 
A. Kawin Beda Agama dalam Hukum Islam 
Diskursus mengenai masalah Perkawinan Beda Agama dalam wacana 
keislaman memang sangat menarik dan selalu hangat untuk didiskusikan, 
karena hal itu selain menyinggung persoalan teologi juga akan menyinggung 
kondisi sosial. Adapun mengenai masalah Pernikahan Beda Agama ini 
sebenarnya terbagi dalam tiga kasus; 
                                               
2 Memurut Anis Malik Taha terkait mengenai masalah sebab-sebab terbentuknya  pemahaman 
masyarakat terhadap agama menjadi plural diantaranya factor sosio-politis dan factor keilmuan 
yang kemudian mengerucut menjadi peradaban. Periksa: Anis Malik Taha, Trend Pluralisme 
Agama, cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2003). Hal. 14. Factor sosio politis maksudnya 
perkembangan wacana sosio-politis, dan pendidikan demokrasi sedangkan factor keilmuan adalah 
maraknya trend wacana ideologi liberalism di dunia pendidikan. Dalam konteks ini Indonesia 
menjadi Negara yang sangat pesat perkembangannya terkait hal-hal tersebut.     
3 Salma Zuhriyah, “Pernikahan Beda Agama Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Negara”, 
dikutip dari http://www.tafany in masail fiqhiyah diakses 23 Maret 2009 
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1. Perkawinan laki-laki non Muslim dengan wanita Muslim.  
Untuk pernikahan antara laki-laki non Muslim dengan wanita 
Muslim, ulama sepakat mengharamkan pernikahan yang terjadi pada 
keadaan seperti itu, seorang wanita Muslim haram hukumnya dan 
pernikahannya pun tidak sah bila menikah dengan laki-laki non Muslim.
4
 
2. Perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita non Muslimah (Musyrik). 
Mengenai perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita non 
Muslimah (Musyrik). Dalam hal ini al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat 221 
dijelaskan: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik 
sebelum mereka beriman.”5 
Ayat ini turun bertalian dengan kejadian Abi Martsad Al-Ghanawi, 
yang juga di sebut orang Martsad Ibnu Abi Martsad, sedang namanya 
sendiri Kun Nas bin Hashin Al Ghanawi. Dia dikirim oleh Rosullullah 
secara rahasia di Mekkah untuk mengeluarkan seorang sahabatnya dari 
sana. Sedang di Mekkah pada jaman jahiliyah dulu dia punya teman 
perempuan yang dicintainya, namanya “Inaq”, perempuan ini lalu datang 
kepadanya, maka kata Martsad kepadanya: ”Sesungguhnya Islam telah 
mengharamkan perbuatan-perbuatan jahiliyah dulu.” Lalu kata  Inaq: 
“Kalo begitu kawini saja saya.” Jawab Martsad: “Nanti saya minta ijin 
dulu kepada Rosulullah.” Lalu dia datang pada Rosulullah minta izin. 
                                               
4 Salma Zuhriyah, Hukum Perkawinan Islam, cet. 1, (Bandung: Mizan, 2002). hal. 34. 
5 Ibid. hal. 55 
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Tetapi Beliau melarang mengawininya, sebab ia sudah Islam sedang 
perempuan itu masih musyrik.
6
 
3. Laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahl Kitab 
Yang terakhir yaitu seorang laki-laki Muslim dilarang menikah 
dengan wanita non Muslim kecuali wanita Ahli Kitab seperti yang disebut 
dalam surat Al Maidah ayat 5.
7 
Ibnul Mundzir berkata: Tidaklah benar bahwa ada yang melarang 
seorang sahabat yang mengharamkan kawin dengan perempuan Ahli 
Khitab.
8
 Kawin dengan perempuan Ahli Kitab sekalipun boleh tapi 
hukumnya makruh. Karena adanya rasa tidak aman dari gangguan-
gangguan keagamaan bagi suaminya atau bisa saja ia menjadi alat 
golongan agamanya. Jika perempuannya dari golongan Ahli Khitab yang 
                                               
6 Dalam asbabu al-nuzul histori di atas bisa dikaitkan dengan ayat yang terjemahannya 
sebagai berikut: Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari pada wanita musyrik, 
walaupun ia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan 
wanita-wanita mukmin  sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih 
baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu mereka mengajak ke neraka, sedang 
Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan ijinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya 
(perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Salma Zuhriyah, 
Ibid.hal. 67. 
7 Yang artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) 
orang-orang yang diberi ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka 
(dan dihalalkan kamu mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-
wanita beriman. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi  
kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, 
tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa kafir 
sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya, dan ia di hari 
akhirat termasuk orang-orang yang merugi. 
8 Sayyid Sabiq, „Fiqih Sunnah 6”,(Bandung, PT.Al ma‟arif 1980), hal 151 Dalam suatu 
periwayatan hadist juga disebutkan: Dari Ibnu „Umar, bahwa pernah ia ditanya orang tentang laki-
laki yang kawin dengan perempuan Nasrani atau Yahudi. Jawabnya: Allah mengharamkan orang-
orang mukmin kawin dengan wanita musyrik. Sedangkan menurut saya tidak ada perbuatan 
musyrik yang lebih besar daripada perempuan yang mengatakan, Isa sebagai Tuhan. 
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bermusuhan dengan kita (harbi), maka dianggap lebih makruh lagi sebab 
berarti akan memperbanyak jumlah orang yang menjadi musuh kita.
9
 
 Golongan Hanafi berpendapat setiap orang yang memeluk agama 
dan mempunyai Kitab Suci seperti kitab suci Daud yang bernama Zabur, 
maka halal kawin dengan mereka dan memakan sembelihan mereka 
selama mereka tidak berbuat syirik.
10
 
 Jadi mereka sama dengan golongan Yahudi dan Nasrani. Tetapi 
golongan Syafi‟i dan sebagian golongan Hambali berpendapat bagi kita 
kaum Muslimin tidak halal kawin dengan perempuan mereka dan 
memakan sembelihan mereka. Di samping itu kitab-kitab dari umat 
sebelum kaum Yahudi dan Nasrani isinya sekedar nasehat dan 
perumpamaan, dan sama sekali tidak berisi masalah hukum. Oleh karena 
itu  tidaklah kitab-kitab suci diatas dapat disebut sebagai kitab-kitab suci 
yang berisi syari‟at.11 
 Di sisi lain para ulama pun sepakat bahwa perempuan Muslim 
tidak halal kawin dengan laki-laki non Muslim, baik dia Musyrik ataupun 
Ahli Kitab.
12
 Alasannya adalah firman Allah: 
                         
                                 
                        
                                               
9 Sayyid Sabiq, „Fiqih Sunnah 6”, Ibid.  hal. 152-157 
10 Muhammad, Fikih Empat Madhab.Ibid. hal. 78. 
11 Muhammad, Fikih Empat Madhab. Ibid. hal. 154. 
12Ibid. hal. 156. 
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                            
               
Artinya: 
“Wahai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu perempuan-
perempuan mukmin yang berhijjrah hendaklah mereka kamu uji terlebih 
dahulu. Allah lebih mengetahui iman mereka. Jika kamu telah dapat 
membuktikan bahwa mereka benar-benar beriman maka janganlah 
mereka kembalikan kepada orang-orang kafir. Mereka ini (perempuan-
perempuan mukmin) tidak halal bagi laki-laki kafir. Dan laki-laki kafir 




 Pertimbangan dari pada ketentuan ini adalah bahwa di tangan 
suamilah kekuasaan terhadap isterinya, dan bagi isteri wajib taat kepada 
perintahnya yang baik. Dalam pengertian seperti inilah maksud dari pada 
kekuasaan suami terhadap isteri. Akan tetapi bagi orang non muslim tidak 
ada kekuasaan terhadap laki-laki atau perempuan Muslim. 
 Firman Allah: 
                            
    
Artinya: 
 Dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk 
menguasai orang-orang mukmin.” (An-Nisa:14) 
                                               
13Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kaum Mukminin, jika mereka didatangi oleh 
perempuan-perempuan yang berhijjrah hendaklah mereka ini terlebih dahulu diuji. Bilamana 
terbukti benar keimanan mereka, maka janganlah dikembalikan kepada suami-suaminya yang 
masih kafir, sebab mereka mukmin tidak halal bagi laki-laki kafir dan sebaliknya, yang dimaksud 
dengan menguji di dalam ayat ini yaitu menanyakan alasan-alasan kedatangan mereka berhijrah ke 
Madinah dan meninggalkan suami-suami mereka. Apakah mereka itu hijrah karena cinta kepada 
Allah dan Rosul-Nya dan rindu kepada Islam. Jika demikian yang jadi niatnya hendaklah mereka 
ini diterima dengan baik-baik. 
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  Para ulama pun juga telah sepakat bahwa orang Islam tidak boleh 
mengawini wanita-wanita Musyrik, wanita Atheis, dan wanita Murtad tanpa 
adanya pengecualian. Adapun di sini pendapat dari para ulama mengenai 
adanya Perkawinan Beda Agama tersebut adalah dimulai dari pendapat 
Maududi ia menerangkan bahwa Imam Abu al-A‟la al-Maududi menyatakan 
kawin dengan wanita Kitabiyah, kalaupun diperbolehkan bagi laki-laki, itu 
pun makruh hukumnya. Di sana ada sebagian ulama yang mengharamkan 
hal tersebut. Hukum yang telah disepakati bersama adalah tidak bolehnya 
wanita Muslimah kawin dengan laki-laki non Muslim.
14
 
Adapun pendapat Sayyid Qutb di sini menjelaskan bahwa dalam 
perkawinan, kepercayaan agama merupakan suatu landasan yang mengisi 
setiap jiwa, mempengaruhi, menggambarkan perasaannya, membatasi semua 
pengaruh jiwa dan kehendaknya serta menentukan jalan kehidupan yang 
bakal ditempuhnya. Hal yang demikian itu masih banyak masyarakat yang 
terkecoh dalam masalah kepercayaan agama sehingga mereka menduga 
bahwa masalah akidah (kepercayaan agama) ini hanyalah perasaan yang ada 




Adapun pendapat para jumhur ulama yang lain menjelaskan bahwa 
wanita Kitabiyah yang mempercayai trinitas, termasuk dalam kategori Ahlul 
Kitab yang disebutkan dalam ayat tersebut. Akan tetapi menurut para 
jumhur ulama tersebut dalam hal ini lebih cenderung untuk mengikuti 
                                               
14Asnawi, Perkawinan Beda Agama, di akses dari: http://asnawiihsan.blogspot.com/ 
2009/05/perkawinan-beda-agama.html, pada tanggal 21 Januari 2012. 
15 Asnawi, Perkawinan Beda Agama, cet. 1, (Bandung:Mizan, 2003). hal 56. 
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Selain itu seorang suami Kafir tidak mau tahu akan agama isterinya 
yang Muslim bahkan ia mendustakan kitab sucinya dan mengingkari ajaran 
Nabinya. Di samping itu dalam rumah yang terdapat perbedaan paham 
begitu jauh dan keyakinan begitu prinsip, maka rumah tangganya tidak akan 
dapat tegak dengan baik dan berjalan langgeng.
17
 
Akan tetapi hal ini akan berbeda jika laki-laki Muslim kawin dengan 
perempuan Ahli Kitab, sebab ia mau tahu agama isterinya, dan menganggap 
bahwa percaya kepada Kitab Suci dan Nabi-Nabi agama isterinya sebagai 
bagian daripada rukun iman. Di mana keimanan Islamnya ini tidak akan 
sempurna kalau tidak mempercayai Kitab dan para Nabi Ahli Kitab.
18
 
Tentang dibolehkannya pernikahan dengan non Muslim, terdapat 
para sahabat Nabi yang menikahi perempuan Kristen dan Yahudi, antara 
lain: Hudzayfah, Thalhah. Khalifah Umar sempat berang dan marah tatkala 
mendengar kabar pernikahan tersebut. Sikap Umar yang seperti itu 
sebenarnya bukan untuk mengharamkan pernikahan mereka, melainkan 
hanya khawatir. Barangkali Umar khawatir apabila sewaktu-waktu para 
sahabat membelot dan masuk dalam komunitas non-Muslim. Hudzayfah dan 
Thalhah merupakan kedua tokoh yang menonjol pada zamannya, sehingga 
wajar bila Umar mengingatkan mereka berdua.
19
 
                                               
16 Sudarsono,Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta, PT.Rineka Cipta,1994), hal 196 
17 Ibid. hal. 201. 
18 Ibid. hal. 211. 
19 Asnawi, Perkawinan Beda Agama, Ibid. hal. 34. 
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Mengkritik pendapat dari para ulama yang sepakat di atas, bila 
pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita non Muslim (Kristen dan 
Yahudi) diperbolehkan, kemudian masihkah ada celah untuk sebaliknya, 
yaitu bagaimana dengan pernikahan wanita Muslim dengan laki-laki non 
Muslim, baik Kristen,Yahudi, atau agama-agama non semitik lainnya?  
Memang, dalam masalah ini terdapat persoalan serius, karena tidak 
ada teks suci, baik al-Qur‟an, hadis atau kitab fiqih sekalipun yang 
memperbolehkan pernikahan seperti itu. Tapi menarik juga untuk dicermati, 
karena tidak ada larangan yang sharih (jelas). Yang ada justru hadis yang 
tidak jelas kedudukannya, Rasulillah s.a.w bersabda, kami menikahi wanita-
wanita Ahl al-Kitab dan laki-laki Ahl al-Kitab tidak boleh menikahi wanita-
wanita kami (Muslimah). Khalifah Umar abn Khattab dalam sebuah 
pesannya, seorang muslim menikahi wanita Nasrani, akan tetapi laki-laki 
Nasrani tidak boleh menikahi wanita Muslimah.
20
 
Setelah diteliti, hadis yang diterangkan di atas dikomentari oleh 
Shudqi Jamil al- „Aththar sebagai hadis yang tidak shahih. Hadis tersebut 
tergolong hadis mawquf  yaitu hadis yang sanadnya terputus hingga Jabir, 
sebagaimana dijelaskan al-Imam al-Syafi‟i dalam kitabnya, al-Um. 
Sedangkan ungkapan Umar ibn Khattab merupakan sebuah ungkapan 
kekawatiran bila wanita-wanita Muslim dinikahi laki-laki non Muslim, maka 
                                               
20 Ibid. hal. 67. 
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mereka akan pindah agama. Dan umat Islam pada saat ini membutuhkan 
kuantitas dan sejumlah penganut yang setia.
21
 
Kasus Perkawinan Beda Agama di Indonesia adalah layaknya hama 
di ladang yang terus dibasmi namun masih terus-menerus ada, karena hal itu 
suatu keniscayaan dari masyarakat yang heterogen. Mengenai dilema 
Perkawinan Beda Agama di Indonesia  Cah Nur (Nurcholis Madjid) 
mempunyai pendapat tersendiri yang cukup menarik untuk kita cermati 
sebagaimana di bawah ini:
22
 
Pertama, bahwa pluralitas agama merupakan sunnatullah yang tidak 
bisa dihindarkan. Tuhan menyebut agama-agama samawi dan mereka 
membawa ajaran amal sholeh sebagai orang yang akan bersama-Nya di 
surga nanti. Bahkan Tuhan juga secara eksplisit menyebutkan agar 
perbedaan jenis kelamin dan suku sebagai tanda satu dengan yang lainnya 
saling mengenal. Dan Pernikahan Beda Agama justru dapat dijadikan salah 
satu ruang, yang mana antara penganut agama dapat saling berkenalan 
secara lebih dekat. 
Kedua, bahwa tujuan dari berlangsungnya pernikahan adalah untuk 
membangun tali kasih (al-Mawaddah) dan tali sayang (al-Rahmah). Di 
tengah antar hubungan antar agama saat ini, perkawinan beda agama justru 
dapat dijadikan wahana untuk membangun toleransi dan kesepahaman 
antara masing-masing pemeluk agama. Bermula dari ikatan tali kasih dan 
kasih sayang kita rajut kerukunan dan kedamaian. 
                                               
21 Ibid. Hal. 68 
22 Nurcholish Madjid, “Fiqih Lintas Agama”,( Jakarta, Paramadina 2004), hal163 
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Ketiga, semangat yang dibawa Islam adalah pembebasan, bukan 
belenggu. Dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh al-Qur‟an sejak 
larangan pernikahan dengan orang musyik, lalu membuka jalan bagi 
pernikahan dengan Ahl al-Kitab merupakan sebuah tahapan pembebasan 
secara evolutif. Dan pada saatnya, kita melihat agama lain bukan kelas 
kedua, dan bukan pula ahl al-dzimmah dalam arti menekan mereka, 
melainkan sebagai warga negara. Fahmi Huwaydi (1999) sudah memulai 
langkah maju tersebut dengan sebuah manifestonya, non Muslim adalah 
warga negara dan bukan kelas kedua (muwathinun la dzummiyyun) di 
Indonesia. 
 
B. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Indonesia  
Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 
mengatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasannya selanjutnya 
disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing 




Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan pula 
bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang 
                                               
23 “Dari bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta dengan 
penjelasannya itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah. 
Rusli,”Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya sebagai pelengkap UU. Perkawinan No. 1 




Dalam penjelasan ayat (3) pasal 2, pasal tersebut dikatakan bahwa 
ketentuan khusus yang menyangkut tata cara pencatatan yang diatur dalam 
berbagai peraturan merupakan  pelengkap bagi pasal 3 sampai pasal 9 
peraturan pelaksanaan. 
Dalam pasal 3 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan 
bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus 
memberitahukan kehendak itu, baik secara lisan maupun secara tertulis, 
kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam 
jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan 
dilangsungkan, sedangkan ketentuan di luar tersebut (10 hari kerja) dapat 




Pemberitahuan kehendak melansungkan perkawinan tersebut harus 
memuat nama, umur, agama/kepercayaan, tempat kediaman calon mempelai 
dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama 
isteri atau suami terdahulu. 
Menurut pasal 6 Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, pegawai 
pencatat selain meneliti tentang apakah syarat-syarat perkawinan telah 
                                               
24 Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  dengan tidak menyatakan 
tentang maksud diadakannya pencatatan itu, di dalam penjelasan umum dikatakan bahwa 
pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa 
penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-
surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. K. Wantjik Saleh SH 
berpendapat bahwa ” Perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan, tapi 
menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif”. 
Mengenai hal tersebut, Soenarto Soerodibroto SH juga berpendapat bahwa “ Meskipun 
perkawinan itu tidak dicatat, perkawinan tetap sah mempelai tetap berstatus sebagai suami-isteri”. 
“Ibid”, hal 33. 
25 Ibid. hal. 34 
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dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-
Undang, juga harus meneliti pula: 
1. Kutipan akta kelahiran calon mempelai. 
2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat 
tinggal orangtua calon mempelai. 
3. Izin tertulis/ izin pengadilan sebagai dimaksud didalam pasal 6 ayat(2), 
(3), (4), (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 
4. Izin pengadilan/ pejabat sebagai dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 
5. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 
(2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 
6. Surat kematian isteri/suami atau surat keterangan perceraian bagi 
perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih. 
7. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh MENHANKAM PANGAB 
apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya adalah anggota 
Angkatan Bersenjata   
8. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai 
pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat 




Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan, serta 
tidak ada halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan 
                                               
26 Muhammad Amin Summa, Undang-Undang Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2004). Hal. 208. 
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pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan 
dikantor pencatatan perkawinan pada tempat yang sudah ditentukan dan 
mudah dibaca oleh umum.  
Dalam pasal 9 selanjutnya diatur mengenai hal-hal yang harus dimuat 
dalam pengumuman tersebut. Kemudian di dalam pasak 10 dan 11 diatur 
tentang tata cara perkawinan. Menurut pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 
Tahun 1975 perkawinan dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak 
pengumuman sesuai dengan tata cara perkawinan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaan, di hadapan Pegawai Pencatatan dengan 
dihadiri oleh 2 orang saksi. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua 
mempelai menandatangani akta perkawinan yang kemudian diikuti oleh kedua 
saksi dan Pegawai Pencatat serta oleh wali nikah atau wakilnya bagi 
perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam.
27
Dengan menandatangani 
akta perkawinan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. 
Dalam praktek Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 belum secara 
menyeluruh dan lengkap mengatur tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan 
yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. 
Berdasarkan hal tersebut, pegawai catatan sipil dapat mengambil kebijakan 
dengan cara tidak hanya memberlakukan ketentuan-ketentuan Undang-
Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang sudah ada dan lengkap peraturan 
pelaksanaannya. 
                                               
27 Ibid, hal 210. 
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Oleh karena itu untuk menjaga kekosongan hukum, mereka bukan 
hanya memberlakukan peraturan lama sepanjang tidak diatur dalam dalam 
Undang-Undang No.1 Tahun 1974, melainkan juga tepat menerapkan 
peraturan lama yang walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tetapi peraturan pelaksanaannya belum ada atau belum lengkap. 
Seperti halnya dalam pelaksanaan perkawinan, Catatan Sipil masih ada sampai 
sekarang berfungsi sebagai pelaksana perkawinan. Hal itu berarti bahwa 
perkawinan yang hanya dilakukan di Catatan Sipil saja sudah dianggap sah. 
Dengan demikian, apakah pelaksanaan perkawinan tersebut tidak bertentangan 
dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat 
(2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, kami berpendapat bahwa 
“Sampai sekarang belum pernah ada keputusan pengadilan yang membatalkan 




Pihak Catatan Sipil memang menyadari bahwa pelaksanaan 
perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 
1975, tetapi keadaan mendorong mereka berbuat demikian. Sehingga sering 
kali pihak gereja atau agama lain belum mau memberkati atau melaksanakan 
perkawinan sebelum dilaksanakan di Catatan Sipil. Hal ini dapat dibenarkan 
                                               
28Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2000). hal 
35. 
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apabila “Pihak gereja merasa tidak berwenang untuk memberkati suatu 
perkawinan, sebelum perkawinan dilaksanakan di Catatan Sipil”.29 
Menurut kenyataan di lingkungan masing-masing agama (yaitu agama 
Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha) telah ada orang yang diangkat 
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut. Dengan adanya 
pengangkatan tersebut, pejabat agama yang bersangkutan telah berfungsi 
rangkap, baik sebagai pejabat agama maupun sebagai wakil Pejabat Negara. 
Oleh karena itu perkawinan yang dilaksanakan dihadapan pejabat agama 
tersebut berarti telah sah baik menurut hukum agama maupun menurut hukum 
Negara. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa karena pejabat agama itu hanya 
merupakan sebagai wakil pejabat negara, maka mereka hanya berhak untuk 
menyaksikan perkawinan dan memberikan surat keterangan bahwa 
perkawinan benar-benar telah dilaksanakan. Surat keterangan itu kemudian 
diserahkan oleh kantor Catatan Sipil setempat untuk diganti dengan “akta 
perkawinan”. 30         
Berlainan dengan kantor Catatan Sipil dan kantor Departemen Agama, 
tidak hanya terdapat kesulitan untuk menerapkan ketentuan Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya dalam praktek.
31
 
Hal ini disebabkan karena bagi mereka yang beragama Islam, 
disamping peraturan lama masih banyak yang tetap berlaku, juga dengan 
adanya beberapa peraturan yang dikeluarkan setelah berlakunya Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu seperti Peraturan Menteri Agama No. 3 
                                               
29 Sudirman Tebba., Ibid, hal 24. 
30 Ibid, hal 29. 
31 Ibid, hal 36 
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Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1975, dan Instruktur Dir. 
Jen. Bimas Islam No. D/INS/117/1975.
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Dalam praktek, bahwa perkawinan antar agama masih banyak 
dilaksanakan di kantor Catatan Sipil setempat. Hal demikian, oleh karena 
hanya kantor Catatan  Sipil tersebut yang mau melaksanakan perkawinan antar 
agama itu. Kantor Departemen Agama setempat belum mau melaksanakan 
perkawinan antar agama, oleh karena belum adanya kata sepakat dari para ahli 
hukum Islam tentang halal tidaknya perkawinan antar agama tersebut. 
Sehingga Catatan Sipil setempat mau melaksanakan perkawinan antar 
agama hanyalah berdasarkan kebijakan yang mereka ambil sendiri, dengan 
dasar pemikiran “ dari pada mereka hidup bersama diluar perkawinan, lebih 
baik Catatan Sipil meresmikannya saja”. Dan memang kenyataan sampai 
sekarang belum pernah ada keputusan pengadilan yang membatalkan atau pun 
menyatakan tidak sah perkawinan antar agama yang dilakukan di kantor 
Catatan Sipil tersebut. 
Di dalam prakteknya, masyarakat juga beranggapan bahwa perkawinan 
yang dilakukan di kantor Catatan Sipil sudah sah menurut hukum negara, dan 
pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya masing-masing 
diserahkan kepada kehendak pihak-pihak yang bersangkutan, yang menurut 
mereka hanyalah menyangkut hukum agamanya saja. 
Formalitas dan syarat-syarat yang diperlukan untuk perkawinan antar 
agama, sama dengan formalitas dan syarat-syarat yang diperlukan bagi 
                                               
32 Ibid, hal 38. 
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“perkawinan biasa” (yaitu perkawinan bagi mereka yang bukan beragama 
Islam) yang dilakukan di kantor Catatan Sipil tersebut. 
Untuk melangsungkan perkawinan antar agama, sesuai dengan syarat-
syarat yang ditentukan dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 
Tahun 1975, maka yang biasanya menjadi masalah adalah untuk mendapatkan 
“Surat Keterangan Agama” bagi orang-orang yang hendak melakukan 
perkawinan antar agama yang dilarang oleh agamanya.
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Bagi wanita Islam yang mau kawin dengan pria yang bukan Islam, 
dalam praktek tidak pernah mendapat surat keterangan atau pun dispensasi 
dari pegawai Pencatat Nikah di kantor Departemen Agama. Sehingga jalan 
satu-satunya bagi wanita Islam tersebut adalah: “ Berdasarkan pasal 60 ayat 3 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 18 Peraturan Menteri Agama 
No.3 Tahun 1975 menjadikan Surat tolakan dari Departemen Agama sebagai 
dasar untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama yang 
mewilayahi tempat tinggalnya. Apabila  ternyata penolakanya itu tidak 
beralasan, maka Pengadilan Agama memberikan keputusan sebagai pengganti 
surat keterangan tersebut. 
Bagi pria Islam, dapat tidaknya ia memperoleh surat keterangan agama 
itu, tergantung pada pendapat/pandangan Pegawai Pencatat Nikah yang 
berwenang untuk itu, tentang diperbolehkan atau tidaknya pria Islam menikah 
dengan wanita yang bukan Islam. Apabila Pegawai Pencatat Nikah 
menolaknya, maka bagi pria Islam itu juga jalan satu-satunya adalah 
                                               
33 “Ibid”, hal. 37 
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menjadikan surat tolakan tersebut sebagai dasar untuk mengajukan keberatan 
kepada Pengadilan Agama. 
Untuk orang-orang yang beragama Katholik, mereka akan dapat 
memperoleh surat Keterangan Agama apabila dia mau berjanji untuk tetap 
setia kepada keyakinannya dan bersedia untuk mendidik anak-anaknya secara 
Katholik. Bagi mereka yang beragama Protestan tidak ada persoalan, karena 
gereja Protestan tidak melarang umatnya melakukan perkawinan antar agama. 
Bagi mereka yang beragama Hindu dan Budha, walaupun agamanya melarang 
perkawinan antar agama, dalam prakteknya tidaklah terlalu sulit untuk 
mendapatkan Surat Keterangan Agama. Pihak Agama Hindu akan memberi 
surat keterangan yang diperlukan apabila calon mempelai berjanji untuk saling 
setia satu sama lain, dan “ Agama Hindu melarang perkawinan antar agama 
hanya dalam hal perkawinan itu ingin dilaksanakan menurut agama Hindu, 
agama Hindu tidak akan menghalang-halangi umatnya untuk melakukan 
perkawinan menurut agama lain ataupun di Kantor Catatan Sipil”.34 
Dalam hal ini perlu diketahui bahwa walaupun pihak agama Hindu 
bersedia memberi Surat Keterangan Agama, tetapi perkawinan yang hanya 
dilakukan di Catatan Sipil tetap dianggap tidak sah menurut agama Hindu, dan 
perkawinan antar agama tersebut tidak dapat disahkan menurut agama Hindu. 
Agama Islam juga menganggap tidak sah perkawinan antar seorang 
Islam dengan seorang bukan Islam yang hanya dilaksanakan di Catatan Sipil 
saja, karena dalam pernikahan tersebut terdapat suatu ketiadaan prinsip yang 
                                               
34Ibid. hal. 38. 
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justru dijadikan sebagai kunci halalnya wanita bagi seorang laki-laki,  yaitu: 
“Kalimatullah” yang diucapkan oleh wali dan diterima oleh bakal suami 
dihadapan dua saksi yang adil.  
Oleh karena itu apabila perkawinan antar agama tersebut sah menurut 
hukum Islam, maka perkawinan harus juga dilaksanakan menurut hukum 
Islam. Bilamana pelaksanaan upacara juga dilaksanakan menurut agama lain, 
peraturan Islam mensyaratkan supaya upacara keagamaan menurut agama 
Islam dilakukan yang terakhir, dengan maksud supaya yang beragama Islam 
tidak murtad. 
Agama Katholik dan Protestan juga menganggap perkawinan juga 
tidak sah sebelum dilakukan menurut aturan agama itu masing-masing. 
Agama Islam menyerahkan hal tersebut kepada kehendak pihak-pihak yang 
bersangkutan. Bagi mereka yang beragama Protestan, gereja tidak mau 
melangsungkan perkawinan sebelum perkawinan dilakukan di Catatan Sipil. 
Sedangkan bagi mereka yang beragama Khatolik, perkawinan harus 
dilaksanakan terlebih dahulu di Gereja.
35
 
Pada pasal 26 kitab Undang-Undang hukum perdata dan pasal 1 
Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen mengatur bahwa nikah itu oleh 




Pemikiran tentang pemisahan antara civil marriage dengan religius 
marriage yang sangat dipengaruhi oleh hukum berdasarkan pengaruh hukum 
                                               
35 Ibid, hal. 38 
36 Ihtiyanto,Perkawinan Campuran dalam Negara RI, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan 
Diklat Depag, 2003). hal. 67.  
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barat. Pasal 26 kitab Undang-Undang hukum perdata dan pasal 1 Ordonansi 
Perkawinan Indonesia-Kristen di atas mempunyai maksud bahwa perkawinan 
yang tunduk pada hukum tersebut, sah atau tidaknya bergantung pada apakah 
perkawinan itu memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam undang-undang 
atau tidak, sedang syarat-syarat menurut agama dikesampingkan. 
Jadi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 
perkawinan antar agama tidak diatur, karena perkawinan tersebut tidak 
dibenarkan ajaran agama, yaitu ada halangan terjadinya perkawinan bagi calon 
suami dan calon isteri perbedaan agama, hal ini  sesuai dengan yang 
dikehendaki pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang-Undang perkawinan.  
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyatakan perkawinan 
sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaannya itu. Pasal 2 Undang-Undang perkawinan ini terang menunjuk 
paling pertama kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya 
bagi masing-masing pemeluknya. Sedangkan menurut hukum penjelasan pasal 
2 itu, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu, sesuai dengan  Undang-Undang dasar 1945. Oleh Prof. 
Dr. Hazairin. S.H., ditegaskan bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk 
kawin dengan melanggar hukum  agama sendiri.
37
 
Tidak ada lagi perkawinan yang dilakukan hanya menurut hukum 
agama dan kepercayaannya itu saja atau hanya dilakukan pencatatannya saja 
tetapi tidak berlangsung menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, 
                                               
37 Idris Ramulyo,Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta, PT.Bumi Aksara1999), hal. 190. 
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mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu 
perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing hukum 
agamanya dan kepercayaan yaitu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan 
harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti 
tersebut diatas. Pasal 1 dan 2 itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan. 
Demikian juga fatwa Majelis Ulama Indinesia DKI Jaya tanggal 30 
September 1986 Tentang Perkawinan antar agama berdasarkan pendapat 
dalam sidang pleno tanggal 2 Agustus 1986 dan tanggal 30 September 1986 
berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Ke II Majelis Ulama Indonesia 
tanggal 1 Juni 1980 yang menganjurkan ( dilarang perkawinan antara wanita 
Muslim dengan laki-laki Musyrik dan laki-laki Muslim dilarang kawin dengan 
wanita yang bukan beragama Islam (larangan mutlak). Lihat juga Keputusan 
Seminar perkawinan antar agama di Universitas Katolik Atmajaya tanggal 21 
maret 1987, pada prinsipnya gereja melarang perkawinan Campur antar agama 








                                               
38 Idris Ramulyo,Hukum Perkawinan Islam Ibid, ,hal. 195. 
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BAB III 
QURAISH SHIHAB DAN METODE PENAFSIRANNYA 
 
A. BIOGRAFI QURAISH SHIHAB 
Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 
16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga 
keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah 
seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab 
dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang 
memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. 
Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua 
perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia 
(UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian 
timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Ia juga tercatat sebagai rektor pada 
kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959-1965 dan IAIN 1972–1977.1 
Sebagai seorang yang berpikiran progresif, Abdurrahman percaya 
bahwa pendidikan adalah merupakan agen perubahan. Sikap dan 
pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang 
pendidikannya, yaitu Jami‟atul Khair, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua 
di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang 
gagasan-gagasan pembaruan gerakan dan pemikiran Islam. Hal ini terjadi 
karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber 
                                               
1 Muhammad Quraish Shihab” Biografi Muhammad Quraish Shihab, Dikutip dari http://www. 
Wikipedia Bahasa Indonesia-Ensiklopedi Bebas/ Microsof Internet Eksplorer, Desember 2011 
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pembaruan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramaian dan Mesir. 
Banyak guru-guru yang didatangkan ke lembaga tersebut, di antaranya Syaikh 
Ahmad Soorkati yang berasal dari Sudan, Afrika. Sebagai putra dari seorang 
guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan 
terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya 
duduk bersama setelah magrib. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah 
menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an. 
Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur‟an 
sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian al-Qur‟an yang diadakan 
oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca al-Qur‟an, ayahnya juga 
menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur‟an. Di sinilah, benih-
benih kecintaannya kepada al-Qur‟an mulai tumbuh.2 
Pendidikan formalnya di Makasar dimulai dari sekolah dasar sampai 
kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia dikirim ke kota Malang untuk “nyantri” di 
Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihiyah. Karena ketekunannya belajar di 
pesantren, 2 tahun berikutnya ia sudah mahir berbahasa arab. Melihat bakat 
bahasa arab yang dimilikinya, dan ketekunannya untuk mendalami studi 
keislamannya, Quraish beserta adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke 
al-Azhar Cairo melalui beasiswa dari Propinsi Sulawesi, pada tahun 1958 dan 
diterima di kelas dua I'dadiyah Al-Azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah di 
Indonesia) sampai menyelasaikan Tsanawiyah Al-Azhar. Setelah itu, ia 
melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, 
                                               
2 Muhammad Quraish Shihab” Biografi Muhammad Quraish Shihab, Ibid. 
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Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC. Dua tahun 
kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan 
yang sama dengan tesis berjudul “al-I‟jaz at-Tasryri‟i al-Qur'an al-Karim 
(kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum)”. Pada tahun 1973 ia 
dipanggil pulang ke Makassar oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, 
untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil 
rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping 
menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur 
karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut 
setelah itu, Quraish Shihab diserahi berbagai jabatan, seperti koordinator 
Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu 
pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan 
sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya ia 
masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain Penerapan 




Untuk mewujudkan cita-citanya, ia mendalami studi tafsir, pada 1980 
Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya, al-Azhar Cairo, 
mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur'an. Ia hanya memerlukan 
waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya 
yang berjudul “Nazm ad-Durar li al-Biqa’i Tahqiq wa Dirasah (Suatu Kajian 
dan analisa terhadap keotentikan Kitab Nazm ad-Durar karya al-Biqa‟i)” 
                                               
3 Muhammad Quraish Shihab” Biografi Muhammad Quraish Shihab, Ibid. 
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berhasil dipertahankannya dengan predikat penghargaan Mumtaz Ma’a 
Martabah asy-Syaraf al-Ula (summa cum laude).
4
 
Pendidikan Tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, 
al-Azhar, Cairo ini, oleh Howard M. Federspiel dianggap sebagai seorang 
yang unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat 
itu diselesaikan di Barat. Mengenai hal ini ia mengatakan sebagai berikut: 
"Ketika meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi 
Selatan, terdidik di pesantren, dan menerima pendidikan tingginya di Mesir 
pada Universitas Al-Azhar, di mana ia menerima gelar M.A dan Ph.D-nya. Ini 
menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua 
pengarang lainnya yang terdapat dalam Popular Indonesian Literature of the 
Quran, dan lebih dari itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah 
seperti itu menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian 
pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat.
5
 
Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk 
melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Makassar ke 
Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta (yang sekarang menjad UIN Syarif 
Hidayatullah). Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Quran di 
Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas 
pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor 
IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia 
dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih 
                                               
4 Muhammad Quraish Shihab” Biografi Muhammad Quraish Shihab, Ibid. 
5 Ibid.  
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dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta 
Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara 




Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan 
suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan 
adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di 
samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di 
antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 
1984), anggota Lajnah Pentashhih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. 
Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten 
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika 
organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus 
Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan 
adalah sebagai Dewan Redaksi Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic 
Studies, Ulumul Qur 'an, Mimbar Ulama, dan Refleksi jurnal Kajian Agama 
dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta. 
Di samping kegiatan tersebut di atas, M.Quraish Shihab juga dikenal 
sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang 
keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta 
ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan 
                                               
6 Ibid.  
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bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran 
yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima 
oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah 
masjid yang ada di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan 
pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi 
atau media elektronik, khususnya di.bulan Ramadhan. Beberapa stasiun 
televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama 
Ramadhan yang diasuh olehnya.
7
 
Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur'an di 
Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan meyampaikan pesan-
pesan al-Qur'an dalam konteks kekinian dan masa post modern membuatnya 
lebih dikenal dan lebih unggul dari pada pakar al-Qur'an lainnya. Dalam hal 
penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir 
maudu’i (tematik)8. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan 
pendapat-pendapat al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus 
dapat dijadikan bukti bahwa ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan 
IPTEK dan kemajuan peradaban masyarakat.
9
 
Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi 
secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar 
pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan 
                                               
7 Quraish Shihab, Biografi Qurais Shihab, diakses dari www. prof-dr-muhammad-quraish-
shihab.html pada tanggal 12Januari 2012. 
8 yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam 
berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian 
menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap 
masalah yang menjadi pokok bahasan. 
9 Ibid. 
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nyata. Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya, khususnya di tingkat pasca 
sarjana, agar berani menafsirkan al-Qur'an, tetapi dengan tetap berpegang 
ketat muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan 
kemajuan. Meski begitu ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra 
hati-hati dalam menafsirkan al-Qur'an sehingga seseorang tidak mudah 
mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat al-Qur'an. Bahkan, menurutnya 




Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir sekaligus pendidik. 
Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang 
pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri 
Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan 
Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan 
kegiatan pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama yang 
memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula 
melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya yang 
patut diteladani. Ia memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik yang patut 
diteladani. Penampilannya yang sederhana, tawadlu, sayang kepada semua 
orang, jujur, amanah, dan tegas dalam prinsip adalah merupakan bagian dari 





                                               
10 Ibid.  
11Ibid 
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B. KARYA-KARYA QURAISH SHIHAB 
Karya-karya Quraish Shihab tidaklah terbatas pada bidang tafsir saja, 
tetapi secara tidak langsung, dia juga menguasai berbagai disiplin ilmu-ilmu 
Islam lainnya. Dari karya-karyanya terlihat bahwa betapa luas wawasannya 
dalam disiplin berbagai ilmu pengetahuan secara umum. 
Banyak dari karya-karyanya telah dicetak ulang dan menjadi “best 
seller” ini menunjukkan perhatian masyarakat terhadap karya-karyanya cukup 
besar. Karyanya membumikan al-Qur‟an, fungsi wahyu dalam kehidupan 
masyarakat (Bandung, Mizan,1992) telah mengalami cetak ulang delapan 
belas sejak pertama diterbitkan tahun 1992 sampai 1998. demikian pula 
karyanya lentera hati: kisah dan hikmah kehidupan(Bandung:Mizan, 2000), 
wawasan al-Qur‟an :tafsir maudhu‟i atas pelbagai persoalan umat (Bandung: 
Mizan,1996) masing-masing telah mengalami cetakan ulang 20 kali (antara 
1994-2000) dan 13 kali (1996-2003). Dari ketiga karya Quraish Shihab diatas 
adalah memberikan ikhtisar nilai-nilai agama yang baru, buku kedua 
“meletakkan dasar bagi kepercayaan dan praktek Islam yang benar”, 
sementara buku ketiga memberikan wawasan tentang ”perilaku al-Qur‟an” 
merujuk pada ketiga karya itu, karya Quraish Shihab mencakup atau untuk 




Tidak hanya itu, karya-karya Quraish Shihab yang sudah diterbitkan 
dan beredar diantaranya adalah perjalanan menuju keabadian, kematian dan 
                                               
12 Muhammad Quraish Shihab” Biografi Muhammad Quraish Shihab. Ibid. 
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surga dan ayat-ayat tahlil (Jakarta:lentera hati,2001), tafsir al-Misbah: pesan, 
kesan dan keserasian al-Qur‟an (Jakarta: lentera hati,2003)13, fatwa-fatwa 
seputar tafsir al-Qur‟an (Bandung:mizan, 2001), fatwa-fatwa seputar al-
Qur‟an dan Hadist (Bandung:Mizan, 1999), fatwa-fatwa seputar agama 
(Bandung:Mizan, 1999), fatwa-fatwa seputar ibadah dan mu‟amalah 
(Bandung:Mizan, 1999), fatwa-fatwa seputar ibadah mahdah(Bandung: 
Mizan, 1999), sejarah dan u‟lum al-Qur‟an (Jakarta: pustaka firdaus, 1999), 
untaian permata buat anakku: pesan al-Qur‟an untuk mempelai (Bandung: al-
Bayan, 1999), yang tersembunyi: jin, iblis, setan dan malaikat dalam al-
Qur‟an dan as-Sunnah serta wacana pemikiran ulama masa lalu dan masa kini( 
Jakarta: lentera hati, 1999).
14
  
Selain karya diatas Quraish Shihab juga menulis Haji bersama Quraish 
Shihab: pandangan praktis menuju haji mabrur (Bandung: Mizan, 1998), 
menyingkap tabir Illahi: al-Asma al-Husna dalam perpektif al-Qur‟an (Jakarta: 
lentera hati, 1998), mukjizat al-Qur‟an ditinjau dari aspek kebahasaan, isyarat 
ilmiah, dan pemberitaan gaib (Bandung: Mizan, 1997), sahur bersama Quraish 
Shihab di RCTI (Bandung: Mizan, 1997), tafsir al-Qur‟an al-Karim: tafsir 
surat-surat pendek berdasarkan urutan turunnya wahyu (Bandung: pustaka 
                                               
13 Nama tafsir ini sebenarnya diambil dari ayat 35, Surah an-Nur, dan berkebetulan nama 
tersebut juga sama dengan nama penerbitnya iaitu lentera hati yang maksudnya juga sama dengan 
al-Misbah mengikut bahasa Indonesia.Tafsir ini adalah tafsir yang  lengkap 30 juz, mengandungi 
15 jilid tebal, setiap satunya mengandungi lebih kurang 600 mukasurat. Tafsir ini sebagaimana 
yang dinyatakan oleh pengarangnya sendiri ditulis apabila beliau dilantik menjadi duta besar 
Indonesia ke Mesir pada masa pemerintahan Bapak Habibi menjadi Presiden Republik Indonesia. 
Tafsir ini mulai ditulis pada hari Jumaat 4 Rabi‟ul Awal 1420H bersamaan 18 Jun 1999M dan 
tamat pada 8 rejab 1423H bersamaan 5 September 2003M. Lhat: Muhd Najib Abdul Kadir,” 
Metode Dakwah dalam Kitab Tafsir al-Misbah oleh M. Quraish Shihab”, diakses dari  
http://www.ukm.my/nun/prosiding%20atas%20talian.htm pada tanggal 12 Januar 2012. 
14 Muhammad Quraish Shihab” Biografi Muhammad Quraish Shihab. Ibid. 
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hidayah, 1997), mahkota tuntutan Illahi: tafsir surat al-Fatehah (Jakarta: 
untaqma, 1988), study kritis al-Manar karya Muhammad Abduh dan 
Muhammad Rasyid Ridha (Bandung: pustaka hidayat, 1994), tafsir al-Manar 
keistimewaan dan kelemahannya( IAIN Alaudin ujung pandang, 1994), 





C. METODE PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB 
‘Tanpa manusia, al Qur’an tidak bisa bicara apa-apa,‟16 itulah 
penggalan kata dari Ali bin Abi Thalib yang seolah eksistensi al-Qur‟an tanpa 
campur tangan manusia tak lebih dari sekedar sebongkok pasal-pasal mati 
yang tidak bisa dimengerti maksud dan pesan (message) dari pasal-pasal 
tersebut. Demikianlah urgennya campurtangan manusia di dalam menafsirkan 
pasal demi pasal agar  message yang terkandung dalam al-Qur‟an bisa 
difahami oleh manusia sesuai dengan zamannya. 
Membicarakan perkembangan ilmu tafsir memang sangat menarik, 
pada tahap awal penafsiran hanya difungsikan tak lebih sebagai usaha untuk 
menjaga keutuhan teks. Seiring dengan waktu, kerja penafsiran ternyata 
bercampur dengan usaha untuk menundukkan al-Qur‟an demi kepentingan 
kelompok agama atau individu.
17
  
Ignaz Goldziher mengatakan lebih jauh bahwa, teks suci bukan lagi 
sebagai sumber agama bahkan lebih dari itu, menjadi sebuah pertaruhan 
                                               
15 Muhammad Quraish Shihab” Biografi Muhammad Quraish Shihab. Ibid. 
16 Ignas Goldziher, Madhab Tafsir, cet. 5, (Yogyakarta: Elsaq Pres, 2010). hal. 90. 
17 Ibid.hal. 12. 
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tertinggi yakni sebagai wewenang mutlak, klaim kebenaran, senjata perang, 




Pada era modern ini Quraish Shihab  memang bukan satu-satunya 
pakar al-Qur‟an di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan 
menyampaikan pesan (message) al-Qur‟an dalam konteks masa kini dan masa 
modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar al-Qur‟an 
lainnya di Indonesia. 
Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya 
penggunaan metode tafsir maudu’i (tematik)19. Klaimnya, dengan metode ini 
dapat mengungkapkan pendapat-pendapat al-Qur'an tentang berbagai masalah 
kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat al-Qur'an sejalan 
dengan rasio perkembangan IPTEK dan kemajuan peradaban masyarakat.
20
 
                                               
18 Ibid. hal. 13. Ignaz Goldziher adalah seorang tokoh orientalis kenamaan, ahli di bidang 
filologi  yang lahir pada 22 Juni 1850 di Hongaria, berasal dari keluarga Yahudi yang terpandang. 
Dia adalah dedengkot orientalis yang paling serius mengkaji religiusitas Islam secara spesifik dan 
mendalami kajian spiritual secara umum. Karya-karyanya paling komprehensif, ilmiah, dan paling 
diapresiasi daripada para tokoh sebayanya yaitu Theodore yang ahli al-Qur‟an dan yang 
mendalami sejarah Islam yaitu Julius Wilhawzen. Ignaz selain berkecimpung dalam kajian Islam 
juga sejarahnya, tafsir al-Qur‟an dengan cara yang professional dan hasil kajiaannya dapat 
digunakan oleh jutaan umat Islam dalam membandingkan hasil karyanya. Periksa: Abdurrahman 
Badawi, Ensiklopedi Tokoh Orientalis, cet. 2,(Jogjakarta: LKIS, 2003), hal. 151. 
19 yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam 
berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian 
menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap 
masalah yang menjadi pokok bahasan 
20Rofiq Al-Floresy, Kajian Tafsir Quraisy Shihab, diakses dari 
http://rofiqblogger.blogspot.com/2012/05/kajian-tafsir-quraisy-shihab.html pada tanggal 14 
Januari 2012. Selain metode maudhu‟i sebenarnya masih ada beberapa metode penafsiran 
diantaranya: metode al-Tafsir al-Ijmali (global) ialah suatu metoda tafsir yang menafsirkan ayat-
ayat Al-Qur‟an dengan cara mengemukakan makna global. Metode Tahliliy (Analisis) ialah 
menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‟an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam 
ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai 
dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. metode muqarin 
(komparatif) yaitu   Membandingkan teks (nash) ayat-ayat Al-Qur‟an yang memiliki persamaan 
atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi 
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Metode maudhu’i untuk saat ini memang dipandang sebagai metode 
yang sangat relevan dengan kondisi zaman. Dan bahkan saat ini bisa dikatakan 
sudah menggeser metode penafsiran klasik. Trend maudhu’i saat ini tidak 
hanya populer di Indonesia, beberapa pemikir Islam kontemporer di beberapa 
belahan dunia juga banyak yang menggunakan metode ini diantaranya adalah: 
Al-Insan fi Al-Quran, dan Al-Mar'ah fi Al-Quran karya Abbas Mahmud Al-
Aqqâd, atau Al-Riba fi Al-Quran karya Al-Maudûdi, Kafalatul Yatim fil 
Quran karya Abdul Hay al-Farmawi. 
Adapun yang menjadi ciri utama metode ini ialah menonjolkan tema, 
judul atau topik pembahasan; sehingga tidak salah bila dikatakan bahwa 
metode ini juga disebut metode “topikal”. Jadi mufasir mencari tema-tema 
atau topik-topik yang ada di tengah masyarakat atau berasal dari Al-Qur‟an itu 
sendiri, ataupun dari yang lain. Kemudian tema-tema yang sudah dipilih itu 
dikaji secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspek, sesuai dengan 
kapasitas atau petunjuk yang termuat di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan 
tersebut. Artinya penafsiran yang diberikan tak boleh jauh dari pemahaman 
ayat-ayat Al-Qur‟an, agar tidak terkesan penafsiran tersebut berangkat dari 
pemikiran atau terkaan belaka (al-Ra’y al-Mahdh).21 
Sementara itu Prof. Dr. Abdul Hay Al-Farmawy seorang  guru besar 
pada Fakultas Ushuluddin Al-Azhar, dalam bukunya Al-Bidayah fi Al-Tafsir 
Al-Mawdhu’i mengemukakan secara rinci langkah-langkah yang hendak 
                                                                                                                                
satu kasus yang sama. Namun dalam pengakuannya Quraish Shihab lebih cenderung 
menggunakan methode maudhu’i di dalam menafsirkan teks-teks suci. 
21 Rofiq Al-Floresy, Kajian Tafsir Quraisy Shihab, Ibid.  
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ditempuh untuk menerapkan metode mawdhu’i. Langkah-langkah tersebut 
adalah :  
1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik) 
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut; 
3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai 
pengetahuan tentang asbab al-nuzulnya; 
4. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing; 
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (out-line); 
6. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok 
bahasan; 
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan 
menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau 
mengkompromikan antara yang ‘am (umum) dan yang khas (khusus), 
mutlak dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, 




 Sedangkan Quraish Shihab kecenderungan dari penafsirannya lebih 
cenderung mengarah pada pola tafsir Adabi al-Ijtima'i
23
. Latar Belakang 
                                               
22 Ibid. 
23 Sebagaimana dilansir oleh al-Dzahabi, corak tafsir ini berusaha memahami teks al-Qur'an 
dengan cara, pertama dan utama, mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti, 
selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh al-Qur'an tersebut dengan gaya 
bahasa yang indah dan menarik, kemudian berusaha menghubungkan nash-nash al-Qur'an yang 
tengah dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada. Pembahasan tafsir ini sepi dari 
penggunaan istilah-istilah ilmu dan teknologi, dan tidak akan menggunakan istilah-istilah tersebut 
kecuali jika dirasa perlu dan hanya sebatas kebutuhan.  Direktorat pendidikan diniyah dan pondok 
pesantren kementrian agama RI,Tafsir Bercorak Adabi Ijtima‟i, diakses dari 
http://www.ditpdpontren.com/index.php?option=com_content&view=article&id=177:tafsir-
bercorak-adabi-ijtimai&catid=25:artikel&Itemid=69 pada tanggal 21 Januari 2012. 
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munculnya tafsir bercorak ini bersamaan dengan Muhammad Abduh yang 
pada waktu itu tidak puas dengan keadaan umat Islam. Abduh mengecam 
pendapat para ulama pada masanya yang mengaharuskan masyarakat mereka 
mengikuti hasil pemahaman ulama-ulama terdahulu tanpa mempertimbangkan 
kondisi sosial yang berbeda-beda. Menurut Abduh, hal ini mengakibatkan 
kesulitan bagi masyarakat, bahkan mendorong mereka untuk mengabaikan 
ajaran agama. Abduh beranggapan bahwa kaum Muslimin telah 
menanggalkan agama mereka karena perhatian selama ini hanya tertuju pada 
redaksi teks tanpa peduli dengan ruh atau jiwa teks itu sendiri.
24
    
 
D. METODE ISTIMBATH HUKUM YANG DIGUNAKAN QURAISH 
SHIHAB  
Pemikiran Quraish Shihab dalam bidang hukum layak untuk dikaji 
karena dia selalu berusaha untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum 
yang dihadapinya dengan menggunakan dalil baik dari al-Qur‟an maupun al-
Hadist, bahkan dikuatkan dengan mengutip pendapat para ulama, baik ulama 
dahulu maupun kontemporer. Kemampuannya dalam bidang tafsir menjadikan 
mampu beristimbth hukum dengan memakai dalil-dalil al-Qur‟an yang 
disesuaikannya dengan kondisi masa sekarang. Dia selalu mampu menguatkan 
argumentasinya dengan mengemukakan ayat al-Qur‟an, Hadist Nabi maupun 
dengan mengutip pendapat para ulama. Dia juga terkenal dengan 
                                               
24 Ibid. Tokoh utama corak adabi ijtima’i ini adalah Muhammad Abduh sebagai peletak 
dasarnya, dilanjutkan oleh muridnya Rasyid Ridha, di era selanjutnya adalah Fazlurrahman, 
Muhammad Arkoun. Selanjutnya yang masih menjadi bagian dari para mufassir dengan corak ini 
akan disebutkan berikut ini bersama karya-karya tafsirnya. 
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keluwesannya dan kepraktisannya dalam berpendapat, tidak terkesan 
menghakimi, dan selalu mengemukakan berbagai perbedaan pendapat 
disekitar masalah yang dipaparkan. Permasalahan hukum yang dibahasnya 
mencakup masalah-masalah klasik, kontemporer maupun yang berhubungan 
dengan masalah ke-Indomesiaan. Dalam memecahkan permasalahan hukum 
yang sedang dihadapi, Quraish Shihab menggunakan al-Qur‟an dan as-Suunah 
sebagai rujukan utamanya. 
Sedangkan permasalahan yang baru dan belum ditemukan dalam 
kedua sumber tadi, Quraish Shihab berusaha untuk mendasarkan pada prinsip-
prinsip dasar penetapan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, 
harta benda, dan kehormatan manusia dan keturunannya. 
Keluwesan dalam menetapkan hukum didasarkan pada prinsip bahwa 
ketetapan hukum itu berkisar pada „illatnya, selama „illat itu ada maka hukum 
tetap berlaku, dan bila “illat telah tiada, maka gugur pula keberlakuan hukum 
yang berlaku. Prinsip ini misalnya dia terapkan untuk menyelesaikan 
permasalahan haram atau tidaknya perkawinan beda agama. Menurutnya dalil-
dalil al-Qur‟an dan Hadist Nabi saw yang melarang perkawinan beda agama 










A. PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB TENTANG PERKAWINAN BEDA 
AGAMA 
Pada prinsipnya, menurut Quraish Shihab seorang Muslim boleh 
menikah dengan wanita Ahl al-kitab namun tidak untuk sebaliknya, dasarnya 
surat al-Maidah (5):5. Sedangkan perkawinan seorang pria Muslim dengan 
wanita Musyrik maupun sebaliknya, diharamkan atau dilarang, adapun 
dasarnya surat al-Baqarah (2):221.
1
 Dengan demikian menjadi jelas dan pada 
selanjutnya penulis  akan lebih serius menjelaskan penafsran Quraish Shihab 
mengenai perkawinan antara laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahl 
Kitab dan laki-laki Muslim menikah dengan wanita Musyrik sebagai berikut:  
1. Laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahl Kitab 
Quraish Shihab berpendapat bahwa apabila laki-laki Muslim 
menikah dengan wanita Ahl Kitab masih diperbolehkan. Dalam hal ini 
Quraish Shihab mengacu pada QS. Al-maidah (5) :5.
2
 Memang pada QS. 
                                               
1 Ayat 221 Q.S al-Baqarah dalam penafsiran Quraish dijelaskan sebagai berikut: Janganlah 
kamu, wahai pria-pria muslim, menikahi yakni menjalin ikatan perkawinan dengan wanita-wanita 
musyri, para penyembah berhala sebelum mereka beriman dengan benar kepada Allah SWT. Dan 
beriman kepada nabi Muhammad SAW sesunggguhnya wanita budak yakni yang berstatus sosial 
rendah menurut masyarakat umum tetapi yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrk 
walaupun wanita-wanita musyrik itu menarik hati kamu karena ia cantik, bangsawan, kaya dll. 
Dan janganlah kamu wahai wali menikahkan orang musyrik para penyembah berhala dengan 
wanita mukmn sebelum mereka beriman dengan iman yang benar. Sesungguhnya budak yang 
mukmin lebih baik dari pada orang musyrik walaupun dia menarik hati kamu karena ia gagah, 
bangsawan atau kaya dll.  Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: pesan, kesan, dan keserasian al-
Qur’an, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm. 442. 
2 Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-
orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan 
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Al-maidah (5) :5 membolehkan perkawinan antara pria Muslim dengan 
wanita Ahl al-Khitab, tetapi izin ini adalah sebagai jalan keluar kebutuhan 
mendesak ketika itu, di mana kaum Muslim sering berpergian jauh 
melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka dan 
sekalipun juga untuk tujuan dakwah. Namun demikian sekalipun Pria 
muslim diperbolehkan menikah dengan wanita Ahl-Kitab hal ini tidak 
berlaku untuk sebaliknya, yaitu Pria Ahl-Kitab diperbolehkan menikah 
dengan wanita Muslimah, sebagaimana firman Allah dalam QS. 
Mumtahanah ayat 10 yang melarang perkawinan antara wanita Muslimah 




“Mereka wanita-wanita muslimah tiada halal bagi orang-orang 
kafir (baik dari kalangan ahli kitab maupun musyrik) dan orang-orang 
kafir itu tiada halal pula bagi mereka” 
 
Selain itu QS. Al-Baqarah ayat 21 juga menegaskan secara jelas 
larangan para wali untuk menikahkan wanita Muslimah dengan laki-laki 
Musyrik yang artinya: 
“Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik pria dengan 
(wanita-wanita muslimah) sampai mereka (pria-pria musyrik) itu 
beriman” 
 
                                                                                                                                
dihalalkan  mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman 
dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab 
sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak 
dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir 
sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari 
kiamat termasuk orang-orang merugi.( al-Ma’idah:5) 
3 Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah III, (Jakarta: Lentera, 2003). Hal. 28. 
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 Dalam konteks lain Quraish Shihab juga menyebutkan bahwa al-Qur’an telah 




                              
 
Artinya: 
Orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik 
(mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) 
sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata (Al-Bayyinah(98):1). 
 
Ayat di atas membedakan orang-orang Kafir menjadi dua yaitu 
Ahl-Kitab dan orang Musyrik, perbedaan ini dipahami dari huruf waw 
pada ayat di atas kemudian pada ayat itu diterjemahkan (dan).
4
 
Istilah Syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. 
Dalam pandangan agama sorang Musyrik adalah siapa yang percaya ada 
Tuhan bersama Allah atau siapa yang beraktifitas dengan tujuan ganda, 
yang pertama untuk Allah yang kedua untuk yang lainNya.
5
 
Sedangkan yang dimaksud dengan Ahl Kitab menurut Quraish, itu 
mencakup dua golongan saja, yaitu Yahudi dan Nasrani. Pada QS. Al-
maidah(5):5 yang dimaksud wanita-wanita yang menjaga kehormatannya 
                                               
4 Menurutnya dari segi bahasa huruf waw digunakan untuk menghimpun dua hal ynag berbeda 
(pembeda). Yang diperbolehkan mengawini wanita Ahl Kitab sebagaimana al-Maidah ayat 5 
bukannya pria Musyrk diperbolehkan mengawini wanita Muslimah. Ibid. hal. 29.  
5 Dengan demikian orang Kristen yang menganut konsep trinitas masuk kategori Musyrik 
sesuai konsep ini, namun demikian para pakar berpendapat bahwa konsep Musyrik di dalam al-
Qur’an hanya digunakan untuk kelompok tertentu yang menyembah berhala. Di mana pada saat al-
Qur’an turun masih banyak di daerah Makkah. Sekalipun orang Kristen yang menganut konsep 
trinitas masuk kategori Musyrik namun al-Qur’an tidak menamai mereka dengan Musyrik tetapi 
sebagai Ahl-Kitab. Hal itu terbukti bahwa konsep trinitas sudah ada sejak Islam datang. Perhatikan 
QS. Al-Baqarah ayat 105: “orang-orang kafir dari ahl-kitab dan orang-orang Musyrik tiada 
menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu.” Periksa: Quraish 
Shihab, Tafsir al-Misbah III, (Jakarta: Lentera, 2003). hal 442. 
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merupakan isyarat bahwa yang seharusnya dikawini adalah wanita-wanita 
yang menjaga kehormatannya, baik wanita mukminah maupun Ahl al-
kitab. Ada juga yang memahami kata tersebut ketika dirangkaikan dengan 
utul kithab, dalam arti wanita-wanita merdeka. Memang kata itu dapat 
berarti merdeka atau yang terpelihara kehormatannya, atau yang sudah 
kawin. Selanjutnya, didahulukannya penyebutan wanita-wanita mukminah 
memberi isyarat bahwa mereka yang harus didahulukan, karena betapa 
pun juga, persamaan agama dan pandangan hidup sangat membantu 
melahirkan ketenangan bahkan sangat menentukan kelanggengan rumah 
tangga.  
Di sini artinya beliau tidak serta merta menafsirkan untuk 
memperbolehkan perkawinan Muslim dengan wanita Ahl Kitab kecuali 
dengan criteria sebagai berikut: pertama, Ahl Kitab itu harus benar-benar 
berpegang pada agama samawi. Kedua, wanita Ahl Kitab tersebut adalah 
wanita Muhshonaat, yaitu orang yang menjaga kehormatan dirinya dari 
perbuatan zina dan perbuatan keji lainnya.
6
 
2. Laki-laki Muslim menikah dengan wanita Musyrik. 
Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa pemilihan pasangan 
adalah batu pertama pondasi bangunan rumah tangga, ia harus sangat 
kukuh, karena kalau tidak bangunan tersebut akan roboh, kendati hanya 
dengan sedikit goncangan. Apalagi jika beban yang ditampungnya 
semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Pondasi kokoh tersebut bukan 
                                               
6 Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah I, (Jakarta: Lentera, 2003). hal. 209. 
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kecantikan dan ketampanan, karena keduanya bersifat relatif, sekaligus 
cepat pudar, bukan juga harta, karena harta mudah didapat serta mudah 
lenyap, bukan pula status sosial dan kebangsawanan karena ini pun hanya 
sementara, bahkan dapat lenyap seketika. Pondasi yang kokoh adalah yang 
bersandar pada iman kepada Yang Maha Esa, Maha Kaya, Maha Kuasa 
serta Maha Bijaksana. Karena itu wajar jika pesan pertama yang 
bermaksud membina rumah tangga adalah: janganlah kamu wahai pria-
pria muslim menikahi, yakni menjalin ikatan perkawinan dengan wanita-
wanita musyrikin para penyembah berhala sebelum mereka beriman 
dengan benar kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan beriman 
kepada Nabi Muhammad SAW.
7
 
Quraish Shihab mengharamkan pernikahan antara laki-laki Muslim 
menikah dengan wanita Musyrik, di sini beliau mengacu pada surat al-
Mumtahanah (60):10,
8
 yang melarang untuk menikahi wanita Kafir. 
Bahwa konteks surat al-Mumtahanah secara holistik menurut Quraish 
Shihab ayat tersebut berbicara tentang wanita Kafir Musyrik dan tidak 
berbicara dengan wanita Kafir dari golongan Ahl al-Kitab. Atau dengan 
                                               
7 Periksa:  Muhammad Quraish Shihab,”Tafsir Al-Misbah vol 1 Surat al-Baqarah ayat 
221”,Jakarta, Lentera Hati 2002, hal 44 
8 Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-
perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui 
tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman 
maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. 
Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi 
mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada 
dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah 
kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah 
kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah 
mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 
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Sedangkan di dalam menyikapi pendapat yang mengatakan bahwa 
QS.al-Maidah(5):5 telah dinasakh oleh QS.al-Baqarah(2):221, hal ini 
sangat ganjil. Menurut Quraish Shihab secara histori surat al-Baqarah 
lebih dahulu turun daripada surat al-Maidah(5):5, dan bagaimana sesuatu 
yang datang terlebih dahulu membatalkan sesuatu yang belum datang atau 
yang datang sesudahnya. Ini akan lebih sulit lagi bagi yang berpendapat 
bahwa tidak ada ayat-ayat yang batal hukumnya.
10
 
Quraish Shihab juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa 
QS.al-Baqarah(2):221 adalah umum yang ditakhsis oleh QS. Al-
Maidah(5):5, oleh karenanya lafadz Ahl al-kitab itu berdiri sendiri dan 




Menurut penulis, penalaran hukum (legal reasoning) Quraish 
Shihab tersebut sangat tepat. Beliau berangkat dari karakter ilmiah yang 
sistematis bukan dari kehendak egoisme di dalam melakukan penalaran 
hukum sehingga produk penalaran hukum yang dihasilkan bisa oyektif dan 
tidak ideologis.
12
 Dari sini berdasarkan hasil penalaran hukum Quraish 
                                               
9 yaitu wanita-wanita musyrikat (menyembah selain Allah) tidak menunjuk kepada wanita-
wanita Ahl al-kitab. Lihat: Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah III, Ibid. hal.  67. 
10 Ibid. hal 371. 
11 Ibid.. hal 373. 
12 Ideologis maksudnya, bahwa corak penafsiran tidak melulu didasarkan atas kehendak 
(kepentingan)  pribadi penafsir, namun corak penafsiran yang dihasilkan sesuai dengan runtut 
disiplin ilmiah yang obyektif. Quraish kerap kali juga mengatakan dalam beberapa ceramahnya 
bahwa salah satu kelebihan karya penafsiran modern itu tidak menampakkan kelebihan yang 
dimiliki oleh seorang penafsir, sebagaimana pola penafsiran mufasir klasik. Misalnya apabila 
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Shihab kita dapat melacak kritik ideologi al-Qur’an.13 Bahwa 
sesungguhnya Islam memperbolehkan perkawinan antara Muslim dengan 
wanita Ahl Kitab an sich. Sedangkan yang dimaksud Ahl Kitab disitu 
adalah Yahudi dan Nasrani. Sedangkan yang diluar ketentuan tersebut 
diharamkan meskipun hal itu utopis untuk bisa dilakukan karena masih 
harus memenuhi beberapa ketentuan versi Quraish. Tampaknya kalau 
dianalisis pola penalaran Quraish Shihab ini menurut penulis masuk pada 
kategori aliran moderat versi al-Ghazali, yaitu golongan penafsiran yang 
mengkomparasikan antara akal budi dan naql dalam posisi yang sejajar.
14
 
Keduanya dijadikan sebagai dasar utama di mana satu dengan yang 
lain saling mendukung. Oleh karena itu pola ini tidak hanya 
memfungsikan teks an sich, namun juga dengan akal untuk melihat 
kebenaran teks. Di sini terlihat pada saat Quraish Shihab memperbolehkan 
perkawinan sebagaimana yang telah dibolehkan oleh teks (al Maidah: ayat 
5) yaitu Muslim dengan wanita Ahl Kitab tidak serta merta diperbolehkan 
                                                                                                                                
mufasirnya ahli ilmu kebahasaan corak tafsiran yang dhasilkan hanya berkutat pada pembahasan 
ilmu bahasa saja, mufasir ahli sufi corak penafsirannya sufistik dll, bandingkan dengan gagasan 
Gadamer mengenai (pre-assumtion) dalam seorang reader. Dengan demikian hasil tafsiran malah 
tidak sampai menyentuh pada akar rumpun kebutuhan di masyarakat. 
13 Penulis dalam hal ini menggunakan istilah Hebermes dalam Hermeneutika Kritisnya, 
bahwa pada asasnya aktifitas penafsiran adalah upaya untuk menemukan kehendak teks, fungsinya 
untuk menyikap ideology (kehendak) sang pengarang. Periksa: Jean Gordin, Sejarah Hermenuetik: 
dari Plato sampai Gadamer, cet. 2, (Jogjakarta: Arruz Media Grup, 2010), hal. 56. Tentunya dalam 
hal ini sang pengarang (author) adalah Allah, sang pengarang teks.  
14 Kurdi, Hermeneutika al-Qur’an dan al Hadits,  (Yogjakarta: Elsaq, 2010). hal. 12. 
Meskipun kalau kita cermati secara mendalam juga selaras dengan model penafsran Abid al-Jabiri, 
yaitu pola penafsiran yang bersifat negosiatif, maksudnya ada kompromi antara pembaca dan teks, 
di satu sisi teks dibiarkan berbicara apa adanya  namun di sisi lain penafsir diberikan kesempatan 
untuk menafsirkan sesuai kebutuhan. Ibid. 104. Perkawinan Beda Agama di Indonesia untuk saat 
ini bukan kebutuhan dakwah bagi umat Islam. Karena umat Islam di Indonesia saat ini telah 
kokoh, berbeda pada waktu Islam baru lahir, bahwa umat Muslim masih sangat sedikit sehingga 
Perkawinan Beda Agama bisa menjadi kebutuhan bagi Islamisasi khususnya untuk wanita non 
Muslim yang secara prinsip di bawah tekanan laki-laki. Dengan demikian message al-Maidah ayat 
5 masih berfungsi. 
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begitu saja. Tetapi juga dengan alasan yang rasional yaitu harus memenuhi 
beberapa criteria diantaranya wanita Ahl Kitab yang benar-benar 
berpegang teguh dengan agama samawi dan wanita Ahl Kitab yang 
Muhsonat. 
 
B. Relevansi Penafsiran Quraish Shihab tentang Perkawinan Beda Agama 
di Indonesia 
1. Quraish Shihab hanya memperbolehkan seorang Muslim menikah dengan 
wanita Ahl al-kitab. 
Perkawinan Beda Agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan 
oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda 
antara satu dengan yang lainnya
15
 
Dalam konteks ini penafsiran Quraish Shihab mengenai 
Perkawinan Beda Agama antara seorang Muslim yang boleh menikah 
dengan wanita Ahl al-kitab
16
 namun tidak untuk sebaliknya, dengan dasar 
surat al-Maidah (5):5. Sedangkan perkawinan seorang pria Muslim dengan 
wanita Musyrik maupun sebaliknya, yang diharamkan atau dilarang, 
                                               
15 O.s, Eoh, Sh, MS, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek, Cet. 2, (Jakarta: 
PT. Raja Grafindo, 2001), hlm. 36. 
16 Selaras dengan penafsiran Quraish Shihab yang di atas tadi telah memberikan pembatasan 
Ahl Kitab hanya dibatasi pada dua agama samawi sebelumnya (yaitu Yahudi dan Nasrani), di sini 
Abdullah Siddik juga mendefinisikan bahwa yang dimaksud Ahl Kitab adalah seorang yang dapat 
membuktikan bahwa agamanya mempunyai kitab yang diturunkan pada seorang Rasul dari 
keluarga Ibrahim dan agama itu adalah Islam, Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu agama selain 
dari yang disebut tadi bukanlah Ahl Kitab. Karena penganjur dari agama selain dari agama yang 
disebut tadi bukalah berasal dari keluarga Ibrahim dan merupakan agama pholyteis atau agama 
sebagai ajaran filsafat. Periksa: Abdullah Siddik, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Gramedia, 
1993). Hal 41. Dalam konteks negara Indonesia pemikiran Siddik tadi artinya mempunyai 
konsekuensi bahwa golongan Ahl Kitab yang ada di Indonesia hanyalah agama Nasrani (Kristen 
baik Katolik maupun Protestan), sementara agama selain itu tidak masuk pada kategori Ahl Kitab.  
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adapun dasarnya surat al-Baqarah (2):221 adalah bersifat limitatif dan 
sangat relevan dengan semangat UU Perkawinan di Indonesia. 
Indonesia adalah negara hukum artinya negara yang gerak 
kenegaraannya berdasarkan norma hukum yang berlaku. Seluruh 
pergerakan dari penduduk Indonesia harus diatur oleh hukum. Termasuk 
mengenai praktek keberagamaan di Indonesia juga diatur dalam hukum. 
Sebagaimana yang terangkum dalam semangat  pasal 29 ayat 2  UUD 45 
menjelaskan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk 
memluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu”. Di sini terlihat bahwa Negara menjamin kebebasan 
penduduknya untuk memeluk agama dan kepercayaannya yang sesuai 
dengan kehendak nurani masing-masing penduduk.  
Namun demikian meskipun Penduduk telah dijamain 
kebebasannya di dalam memeluk agama, tetapi urusan perkawinan yang 
masih memperhatikan keterlibatan unsur agama diatur lebih rinci dengan 
maksud untuk menjaga ketertiban bersama, agar tidak menimbulkan 
konflik horizon di masyarakat.
17
 Oleh karena itu negara dalam hal 
perkawinan telah mengatur hal termaksud dalam pasal  1 ayat 1 UUP No. 
1 tahun 1974, yang menerangkan bahwa: 
                                               
17 Indonesia bukanlah negara yang sekuler, sehingga masih mempertimbangkan moral 
agama di dalam segala aspek pengaturan hukumnya. Di sini terbukti dalam landasan ideologis 
masyarakat Indonesia yang mengacu pada Pancasila, yaitu sila yang pertama, yang sangat 
fundamental dan filosofis. 
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Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya  itu.
18
 Pasal tersebut 
menekankan bahwa suatu perkawinan harus dilaksanakan menurut 
masing-masing agama, sementara setiap agama yang diakui 
keberadaannya di Indonesia hampir dipastikan tidak memberi peluang 




2. Perkawinan menurut hukum agama-agama yang ada di Indonesia 
a. Menurut hukum Islam. 
Khusus untuk hukum Islam penulis mengutip pendapat Quraish Shihab 
yang sesuai dengan tema penulisan penelitian ini. Di sini sebagaimana 
telah dijelaskan oleh Quraish Shihab, bahwa kebolehan perkawinan 
antara orang Islam dengan orang non Islam sifatnya adalah sangat 
limitatif. Maksudnya hanya memperbolehkan seorang Muslim 
menikah dengan wanita Ahl al-kitab (Yahudi dan Nasrani) atau di 
Indonesia adalah Kristen baik Protestan maupun Katolik. Itu pun 
menurut Quraish masih ada ketentuan lain misalnya wanita Ahl Kitab 
yang benar-benar berpegang teguh dengan agama samawi (dengan 
kitabnya)
20
 dan wanita Ahl Kitab yang Muhsonat.  
                                               
18 Asnawi, Himpunan Peraturan dan Undang Undang RI, (Kudus: Menara Kudus, 2001) hal. 
5. 
19 Dalam pembahasan ini seluruh agama yang diakui di Indonesia  
20 Memang dalam beberapa statemennya Quraish selalu mengatakan bahwa kitab yang datang 
sebelum Islam datang, saat ini telah mengalami banyak distorsi dan tidak original lagi, bukan 
hanya sekarang semenjak Islam baru datang pun kitab-kitab itu (injil, taurat dll) sudah banyak 
mengalami distorsi. Sebagaimana Nur Cholis madjid sendiri juga mengatakan dalam  magnum 
oppusenya Islam dan Peradaban bahwa kitab Injil telah mengalami banyak perubahan semasa raja 
Romawi III, Kitab itu dirombak meskipun tidak secara substansial pada tahun 325 M. namun 
demikian Quraish dalam tafsirnya masih tetap memperbolehkan Muslim menikahi wanita ahl-kitab 
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Menurut penulis Perkawinan Beda Agama antara Muslim 
dengan non-Muslim sekalipun hal ini adalah keniscayaan masyarakat 
heterogen, apapun alasannya masih tetap dipandang tabu oleh 
masyarakat. Bisa dikatakan bukan selazimnya. 
b. Menurut hukum Kristen 
Dalam agama Kristen yang terjadi di Indonesia terbagi menjadi dua 
aliran yaitu: 
1) Katolik 
Dalam hukum Katolik suatu perkawinan dianggap kudus, ikatan 
erat dan tidak terceraikan. Menurut Koningsmann dalam kitab 
Kanonik
21
 menyatakan bahwa terdapat terdapat 12 larangan dan 
halangan dalam perkawinan yang terangkum dalam 4 pokok yaitu: 
(1) yaitu tiga perjanjian yang berasal dari perjanjian perkawinan.
22
 
(2) rintangan karena agama.
23
 (3) tiga halangan karena dosa 
berat
24
. (4) tiga hubungan karena persaudaraan.
25
 Dari sini dapat 
diambil kesimpulan Kristen Katolik mengharamkan Perkawinan 
Beda Agama. 
                                                                                                                                
(Nasrani dan Yahudi), karena al-Qur’an telah membedakan antara ahl-kitab dengan Musyrik. Dan 
juga secara tegas memperbolehkan perkawinan itu (al-Maidah: 5) sekalipun saat ayat itu turun 
kitab-kitab itu telah terjadi distorsi. Toh meskipun demikian kitab kitab dahulu juga masih 
mengajarkan akhlak.  
21 Kitab kanonik yaitu kitab resmi yang dijadikan rujukan oleh orang Katolik yang 
menyangkut hukum-hukum kehidupan sehari-hari. Kitab ini hasil ijtihad dari kitab indunya yaitu 
Injil, karena untuk merujuk pada Injil langsung terlalu sulit dipahami bagi orang awam karena 
bahasanya yang teramat filosofis dan dalam. Kitab ini disusun oleh para ulama Katolik. Atau 
dalam kontek Islam kitab ini sejajar dengan kitab fikih resmi dari suatu madhab. 
22 Usia belum cukup (kan. 1083, impotensi (1083), telah ada ikatan perkawinan (kan 1085). 
23 Karena perbedaan agama (kan 108 dan 1124). 
24 Raptus, cremen, publika honestas. 
25 Ihtiyanto, Perkawinan Campuran dalam Negara RI, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan 
Diklat Keagamaan RI Depag, 2003).  Hal. 128.  
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2) Protestan 
Agama Kristen mendefinisikan Perkawinan sebagai berikut, bahwa 
perkawinan adalahpersekutuan hidup yang meliputi keseluruhan 
hidup yang menghendaki laki-lak perempuan menjadi satu.satu 
dalam kasih Tuhan satu dalam mengasihi, satu dalam kepatuhan 




Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan Gereja Kristen Indonesia 
(GKI) telah mensepakati bahwa orang Kristen boleh menikah 
dengan orang non Kristen tapi dengan syarat mereka harus 
menikah di gereja dan anak-anaknya nanti harus dididik menurut 
ajaran agama Kristen.
27
 Gagasan di atas pada asasnya hukum 
agama Kristen juga tidak menghendaki umatnya untuk menikah 
dengan agama non Kristen. 
c. Menurut Hukum Hindu 
Menurut Pudja dalam hukum Hindu memberikan pengaturan secara 
khusus mengenai upacara perkawinanyaitu dengan upacara suci 
pernikahan Pedande. Sedangkan Pedande hanya mau melaksanakan 




Di sini memberikan kesimpulan bahwa Pedande tidak mungkin 
memberkati atau menyelenggarakan upacara perkawinan antara 
                                               
26 Abineno,Manusia, Suami dan Istri, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982). Hal. 19. 
27 Ihtiyanto, Perkawinan Campuran dalam Negara RI. Ibid. 133. 
28 Ibid. 134. 
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mereka yang masih berbeda agama atau dalam istilah lainnya di dalam 
hukum Hindu tidak membuka peluang sama sekali memberikan 
kesempatan kepada umatnya untuk menikah dengan orang yang 
beragama di luar Hindu. 
d. Menurut Hukum Budha 
Menurut ajaran Budha, agama Budha tidak menuntut kesempurnaan 
pada diri manusia. Agama Budha hanya melihat ajaran moral dan 
amalan. Dalam tradisi Budha mengenai pemberlakuan hukum lebih 
menekankan untuk menuruti ajaran  hukum negara yang berlaku (Sruti) 
dan hukum tradisi (Smriti) setempat.
29
 
Perkawinan Beda Agama adalah tindakan hukum yang tidak 
konstitusional menurut hukum Negara dan juga tidak selaras dengan 
ajaran moral atau tradisi masyarakat Indonesia secara kolektif. Karena 
hal itu masih dipandang tabu oleh sebagian besar masyarakat 
Indonesia (nulayani adat) sehingga disini agama Budha juga tidak 
memberikan peluang bagi umatnya untuk menikah dengan umat agama 
lain. 
Dari uraian hukum agama-agama yang diakui di Indonesia mengenai 
Perkawinan Beda Agama di atas memberikan simpulan bahwa perkawinan 
beda agama sesungguhnya tidak dikehendaki oleh setiap ajaran agama yang 
ada di Indonesia. Apabila dikaitkan dengan hukum negara maka menjadi 
linear bahwa suatu Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut 
                                               
29 Munir Fuady, Sejarah Hukum, Ibid. hal. 109. 
 72 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya  itu. Sedangkan hukum 
tiap-tiap agama tidak memberi peluang untuk terjadinya Perkawinan Beda 
Agama, dengan demikian praktek Perkawinan Beda Agama di Indonesia 
adalah tidak sah menurut hukum agama dan hukum negara. 
Gagasan di atas selaras dengan pendapat Daud Ali yang mengatakan 
bahwa (1) perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dengan 
berbagai cara pengungkapannya sesungguhnya tidak sah menurut agama yang 
diakui keberadaannya dalam negara Indonesia. Dan karena sahnya perkawinan 
didasarkan pada sahnya hukum agama, maka perkawinan yang tidak sah 
menurut agama maka tidak sah pula menurut Undang-Undang Perkawinan 
Indonesia. (2) perkawinan antara orang-orang yang beda agama sesungguhnya 
mengandung konflik pada diri maupun spiritualnya. (3) perkawinan antar 
orang-orang yang beda agama adalah  menyimpang dari pola umum 
perkawinan yang benar menurut hukum agama dan Undang-Undang 
Perkawinan yang berlaku di tanah air kita.
30
 
Selain itu Komarudin Hidayat juga pernah menulis artikel mengenai 
Perkawinan Beda Agama yang telah dimuat oleh Koran Seputar Indonesia, 
sebagai berikut:  
.....tujuan  perkawinan sejatinya untuk menggapai kebahagiaan lahir 
dan batin. Perkawinan Beda Agama bukan solusi untuk mendapatkan 
kebahagiaan tersebut. Bagaimana tidak, Bayangkan saja, ketika seorang 
                                               
30 Untuk penyimpangan ini kendatipun merupakan kenyataan dalam masyarakat, maka tidak 
perlu dibuat peraturan sendiri, oleh karena itu negara juga tidak perlu melindungi. Memberi 
perlindungan hukum kepada orang-orang yang bertentangan dengan Pancasila sebagai cita hukum 
bangsa dan kaidah fundamental negara serta hukum agama yang berlaku di Indonesia, pendapat 
saya selain tidak legal juga tidak konstitusional. Pendapat ini dikutip dari : Ihtiyanto, Perkawinan 
Campuran dalam Negara RI, Ibid. Hal. 82.  
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suami (yang beragama Islam) pergi umrah atau haji, adalah suatu 
kebahagiaan jika istri dan anak anaknya bisa ikut bersamanya. Tetapi 
alangkah sedihnya ketika istri dan anak-anaknya lebih memilih pergi ke 
gereja. Salah satu kebahagiaan seorang ayah muslim adalah menjadi imam 
salat berjamaah bersama anak istri. Begitu pun ketika Ramadhan tiba, 
suasana ibadah puasa menjadi perekat batin kehidupan keluarga. Tetapi 
keinginan itu sulit terpenuhi ketika pasangannya berbeda agama. Di sisi 
istrinya, yang kebetulan beragama Kristen misalnya, pasti akan merasakan 
hal yang sama, betapa indahnya melakukan kebaktikan di gereja bersanding 
dengan suami. Namun itu hanya keinginan belaka. Ada seorang ibu yang 
merasa beruntung karena anak-anaknya ikut agama ibunya. Kondisi ini 
membuat ayahnya merasa kesepian ketika ingin berbagi pengetahuan dan 
pengalaman beragama. Di zaman yang semakin plural ini pernikahan beda 
agama kelihatannya semakin bertambah. Terlepas dari persoalan teologis 
dan keyakinan agama, perlu diingat bahwa tujuan berumah tangga itu untuk 
meraih kebahagiaan. Untuk itu kecocokan dan saling pengertian sangat 
penting terpelihara dan tumbuh. Bayangkan, bagi seorang muslim, ketika usia 
semakin lanjut, tak ada yang diharapkan kecuali untaian doa dari anaknya. 
Dan mereka yakin doa yang dikabulkan adalah yang datang dari keluarga 
yang seiman. Dampak psikologis orang tua yang berbeda agama juga akan 
sangat dirasakan oleh anak anaknya. Mereka bingung siapa yang harus 
diikuti keyakinannya. Terlebih fase anak yang tengah memasuki masa 
pembentukan dan perkembangan kepribadian di mana nilai-nilai agama 
sangat berperan. Kalau agama malah menjadi sumber konflik, tentulah 




Gambaran klaim Komarudin Hidayat di atas dapat dijadikan pelajaran 
hidup bahwa pentingnya untuk memilih pasangan hidup yang sesuai dengan 
                                               
31Komarudin Hidayat, pernikahan beda agama, diakses dari 
file:///G:/nikah%20beda%20agama/692-pernikahan-beda-agama.html pada 25 Februari 2012.  
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agamanya masing-masing apabila ingin menjadikan suatu perkawinan sebagai 
pembuka kebahagiaan hidup.  
Menurut analisis penulis, bahwa pendapat Quraish Shihab yang 
bersifat limitatis mengenai Perkawinan Beda Agama selaras dengan semangat 
tradisi keindonesiaan. Bahwa bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki 
toleransi ataupun pluralis dalam beragama. Namun pluralisme dalam 
keberagamaan tersebut tetap ada batasnya, bahwa batasan-batasan tersebut 
dimaksudkan untuk menjamin kehidupan yang selalu rukun untuk saling 
menghargai.  
Ketiadaan peluang  atas Perkawinan Beda Agama di Indonesia yang 
tidak diatur dalam Perundang-undangan Indonesia sudah tepat dan tidak perlu 
lagi untuk diadakan suatu pengaturan khusus untuk melindungi Pratek 
Perkawinan Beda Agama di Indonesia karena hal itu bisa menyebabkan 
konflik-konflik sosial. Selain itu juga tidak perlu dilindungi karena melindungi 
orang-orang yang secara jelas melanggar bertentangan dengan Pancasila 
sebagai cita hukum bangsa dan kaidah fundamental negara serta hukum agama 






A. Kesimpulan  
Penafsiran Quraish Shihab mengenai Perkawinan Beda Agama antara 
seorang Muslim yang boleh menikah dengan wanita Ahl al-kitab namun tidak 
untuk sebaliknya, dengan dasar surat al-Maidah (5):5. Sedangkan perkawinan 
seorang pria Muslim dengan wanita Musyrik maupun sebaliknya, yang 
diharamkan atau dilarang, adapun dasarnya surat al-Baqarah (2):22. 
Hal ini artinya bahwa sesungguhnya Quraish Shihab masih 
memperbolehkan perkawinan antara Muslim dengan wanita Ahl Kitab an sich. 
Sedangkan yang dimaksud Ahl Kitab disitu adalah Yahudi dan Nasrani. 
Sedangkan yang diluar ketentuan tersebut diharamkan. Adapun kebolehan 
tersebut harus diiringi dengan beberapa ketentuan misalnya wanita Ahl Kitab 
yang benar-benar berpegang teguh dengan agama samawi (dengan kitabnya) 
dan wanita Ahl Kitab yang Muhsonat. Sementara itu Quraish juga mengklaim 
bahwa kitab agama-agama samawi sebelum Islam yang saat ini masih ada 
sudah tidak lagi original. Oleh sebab itu kemungkinan diperbolehkannya 
menikah sebagaimana dimaksud di atas sangat kecil. 
Relevansi produk ijtihad Quraish Shihab mengenai Perkawinan Beda 
Agama sangat linear dengan semangat masyarakat dan hukum di Indonesia. 
Meskipun Indonesia adalah negara yang pluralis namun demikian masih tetap 
ada pembatasnya. Pembatasan tersebut semata-mata hanya untuk menjamin 
kehidupan yang aman dan terkendali. Perkawinan Beda Agama di dalam 
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Perundang-undangan Indonesia tidak diakui karena hal itu tidak sesuai dengan 
cita hukum masyarakat Indonesia. 
 
B. Saran-saran 
1. Bagi para pengambil kebijakan 
Bahwa dengan tidak mengatur secara rigid Perkawinan Beda 
Agama di Indonesia sudah tepat. Dan memang tidak selayaknya diatur 
karena hal itu tidak sesuai dengan cita hukum masyarakat Indonesia. 
Selain tidak perlu diatur juga tidak perlu melindungi orang-orang yang 
mempraktekkan Perkawinan Beda Agama. Karena melindungi orang yang 
melakukan praktek Perkawinan Beda Agama adalah bertentangan dengan 
Pancasila sebagai cita hukum bangsa dan kaidah fundamental negara serta 
hukum agama yang berlaku di Indonesia, hal itu selain tidak legal juga 
tidak konstitusional. 
2. Bagi masyarakat Indonesia 
Perkawinan adalah tabir kebahagiaan, sedangkan memilih 
pasangan adalah kunci untuk membuka tabir tersebut. Bentuk kunci 
tersebut bukan berada pada paras yang cantik atau tampan karena hal itu 
cepat pudar dan sekaligus bersifat relatif, bukan pula pada banyaknya 
harta karena hal itu mudah didapat, juga bukan pula pada status social atau 
pangkat karena hal itu akan mudah lenyap. Inti memilih kunci yang tepat 
hanya karena tunggalnya iman kepada Yang Maha Esa, karena hanya itu 
satu-satunya yang abadi bisa dibawa sampai mati. Oleh karena itu 
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Perkawinan Beda Agama adalah salah satu bentuk perkawinan yang 
mengandung resiko, perlu mempertimbangkan jauh-jauh hari dampaknya 
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Dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat 
dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang 
yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi 
mereka yang tetap setia berada dalam ruang dan waktu kehidupanku, 
khususnya buat : 
 
 Bapak dan Ibuku tercinta, yang telah mengenalkan aku pada sebuah 
kehidupan dengan kasih sayang yang tiada bertepi. Ridlamu adalah 
semangat hidupku. 
 Kakak-kakakku, yang sangat aku sayangi dan aku banggakan. Yang 
setiap waktu selalu memberikan aku semangat untuk menggapai 
sebuah cita-cita. 
 Orang yang selalu dekat di hati dan aku sayangi, yang selalu 
menuangkan air kedamaian tatkala aku dahaga. Terima kasih atas 
semua yang telah kau berikan, karenamu aku bisa wisuda sekarang.  
 Rekan-rekanku semua. Tempat berbagi dalam suka dan duka, yang 
telah membantu dan memotivasi, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Tanpa 
kalian aku tidak berarti apa-apa. Terima kasih dan sukses selalu. 






Pola pembacaan terhadap teks-teks suci dalam Islam dengan metode klasik syarat 
akan berbagai resiko, baik resiko kesalahan atas penerjemahan maupun keliru 
dalam memahami massage teks, karena Islam selalu relevan dengan kondisi 
zaman. Oleh karena itu mereka yang takut meninggalkan pola klasik imannya 
lebih tipis dibanding dengan komunitas yang lebih yakin terhadap kelangsungan 
hidup Islam di era kontemporer. (penafsiran yang laku adalah penafsiran yang 
selalu menyesuaikan dengan perkembangan zamannya) 
(Muhammad Syahrur) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
 REPUBLIK INDONESIA 
 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan 
tidak 
dilambangkan 
 Ba b Be 
 Ta t Te 
 ]a s es (dg. ttk di atas) 
 Jim j Je 
 Ha h 
ha (dg. ttk di 
bawah) 
 Kha kh ka dan ha 
 Dal d  
 Zal z zet (dg.ttk di atas) 
 Ra r Er 
 Zai z Zet 
 Sin s Es 
 Syin sy es dan ye 
vii 
 Sad s dg. ttk di bawah) 
 Dad d 
de (dg. ttk di 
bawah) 
 Ta t 
te (dg. ttk d 
bawah) 
 Za z 
zet (dg. ttk di 
bawah) 
 ‘ain ‘ 
koma terbalik di 
atas 
 Gain g Ge 
 Fa fa Ef 
 Qaf q Ki 
 Kaf k Ka 
 Lam l El 
 Mim m Em 
 Nun n En 
 Wau w We 
 Ha h Ha 
 Hamzah ‘ apostrof 
 Ya y Ye 
 
Namun bila karena satu dan hal lain penyusun skripsi dihadapkan pada 
keterbatasan teknik komputasi, maka modifikasi seperlunya diperkenankan 
dalam transliterasi.  
viii 
2. Vocal 
a. Vocal Tunggal 
Tanda Nama Huruf Latin 
 fathah A 
 kasrah I 
 dhammah U 
 
Contoh: 
 : kataba 
 : zukira 
b. Vocal Rangkap 
Tanda Huruf Nama Gabungan Huruf 
 fathah dan ya Ai 
 fathah dan wawu Au 
 
Contoh: 
: kaifa   
: haula
 








Fathah dan alif 
atau ya 
a 
a dan garis 
diatas 
 Kasrah dan ya i 
i dan garis di 
atas 
  
Fathah dan alif 
atau ya 
u 




 : qala 
ix 
 : qila  
  : yaqulu 
4. Ta Martabutah 
Transliterasi untuk ta martabutah ada dua, yaitu: 
a. Ta marbutah hidup 
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan 
dhommah transliterasinya ada /t/. 
b. Ta marbutah mati 
Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. 
c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al  serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 
ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
 : raudah al-atfal. 
5. Kata Sandang 
a. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu huruf /i/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  
Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis 






 : asy-syamsu 
 : al-qalamu 
6. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis 
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan 
juga dengan kata lain yang mengikutinya.  
Contoh:     
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Secara sosio-antropologis Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, 
golongan, ras, budaya dan agama, hal itu disebabkan karena beberapa faktor yang 
diantaranya adalah keadaan geografis merupakan faktor tervital dalam terciptanya 
akulturasi yang beragam. Selain itu teritorial Indonesia terletak diantara samudera 
Hindia dan samudera Pasifik, sehingga dengan demikian sangat potensial dalam 
berkembangnya pluralitas budaya, ras, dan agama dalam masyarakat Indonesia 
(pluralis society). 
Akulturasi yang beragam itu kemudian membawa bentuk perkawinan yang 
variatif pula, salah satu perkawinan yang controversial namun selalu ada di 
masyarakat adalah bentuk perkawinan beda agama. Mendiskusikan bentuk 
perkawinan ini selalu menarik Karena sifatnya bukan hanya sekedar ikatan 
permuamalatan (bottom up) namun juga persoalan ibadah (top down)  sehingga 
Islam mendefinsikan perkawinan dengan istilah mitsaqan ghalidzan ( ikatan yang 
sangat kuat baik dengan sesama manusia maupun ikrar janji setia kepada Allah). 
Skripsi Ratna Jatiningsih (NIM 30 06 22 009) Prodi al-Ahwal al-
Syakhshiyyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  IAIN Surakarta dengan judul 
Perkawinan Beda Agama Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir 
Al-Misbah ini untuk mengetahui Bagaimana substansi penafsiran Quraish Shihab 
tentang Perkawinan Beda Agama? Dan Bagaimana relevansi penafsiran Quraish 
Shihab tentang Perkawinan Beda Agama dalam konteks Indonesia?. Skripsi ini 
merupakan hasil penelitian literar dengan menggunakan metode kualitatif dan 
pendekatan kritis. 
 Hasil penelitian ini antara lain; 1). Quraish Shihab berpendapat bahwa 
sesungguhnya Islam memperbolehkan perkawinan antara Muslim dengan 
Muslimah dan Muslim dengan wanita Ahl Kitab an sich. Sedangkan yang 
dimaksud Ahl Kitab disitu adalah Yahudi dan Nasrani. Sedangkan yang diluar 
ketentuan tersebut diharamkan meskipun hal itu utopis untuk bisa dilakukan 
karena masih harus memenuhi beberapa ketentuan menurut versi Quraish, seperti 
halnya wanita tersebut harus benar-benar berpegang teguh dengan agamanya 
(kitabnya) dan wanita yang muhsonat (menjaga moralnya), oleh karena itu lebih 
baik tidak melakukan karena sama-sama menikah lebih baik dengan yang seiman 
tidak beresiko dikemudian hari. 2). Pemikiran Quraish tentang Perkawinan Beda 
Agama di atas sangat relevan dengan kondisi kultur di Indonesia, sekalipun ini 
Negara demokrasi namun tetap ada batasannya. Perkawinan Beda Agama adalah 
bentuk perkawinan yang bermasalah dalam dirinya, oleh karena itu sikap Negara 
yang tidak melindungi bentuk perkawinan tersebut sudah tepat. Karena 
melindungi hal yang bertentangan dengan konstitusi adalah sama halnya dengan 
tindakan extra ordinary crime. 
  
Kata Kunci: Perkawinan, Beda, Agama, menurut Quraish Shihab. 
